
 
 

BUPATI MUARA ENIM 
PROVINSI SUMATERA SELATAN 

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM 
NOMOR  152a /KPTS/DISKOMINFO- SP/2026 

TENTANG 

DAFTAR DATA DAN DATA PRIORITAS 
KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2026 

 
BUPATI MUARA ENIM, 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Presiden 
Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, terkait 
daftar data yang dikumpulkan oleh Produsen data dan yang 
akan dibutuhkan oleh pengguna data; 

 b. bahwa hasil pengumpulan data yang dilakukan oleh Produsen 
Data sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan 
Daftar Data Prioritas Kabupaten Muara Enim berpedoman 
pada Petunjuk Pelaksana Permen PPN/Kepala Bappenas No. 
8/JUKLAK/SESMEN/12/2022 tentang Penyusunan Data 
Prioritas; 

 c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan 
Bupati tentang Daftar Data Prioritas Kabupaten Muara Enim. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3683); 

 2. Undang-Undang Nomor 91 Tahun 2024 tentang Kabupaten 
Muara Enim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2024 Nomor 91); 

 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4846); 

 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5038); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2023 tentang tetntang penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 



6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang 
Penyenggaraan Statisti( Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3854); 

7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem 
Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 

8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data 
Indonesia (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 112); 

9. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang 
sistem informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan 
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 
Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem 
Pemerintahan Berbasis Elektronik ( Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573); 

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 
Tahun 2023 tentang perubahan atas Keputusan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasi 
Verfikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasisikasi, 
Kodefikasi dan Nomenklatur Peremcanaan Pembangunan dan 
Keuangan Daerah; 

12. Petunjuk Pelaksanaan Kementerian PPN/Bappenas Nomor 
8/JUKLAK/SESMEN/12/2022 tentang Penyusunan Data 
Prioritas; 

13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 
(Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2025 
Nomor 9); 

14. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Data 
Statistik Sektoral Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Berita 
Daerah Kabupaten  Muara Enim Tahun 2020 Nomor 5); 

15. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2021 tentang Satu Data 
Indonesia Kabupaten Muara Enim (Berita Daerah Kabupaten 
Muara Enim Tahun 2021 Nomor 25); 

 
 

 
Memperhatikan :  Berita Acara Kesepakatan Forum Satu Data Tingkat Kabupaten   
    Muara Enim Tahun 2025 Nomor : 000.15/045/DISKOMINFO 
     SP-II/2026. 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : 
 

KESATU : Daftar Data dan Data Prioritas Kabupaten Muara Enim dengan 
rincian sebagaimana dalam Lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini. 



KEDUA : Daftar Data dan Data Priorias sebagaimana dimaksud dalam diktum 
KESATU digunakan dalam mendukung Perencanaan, Pengendalian 
dan Evaluasi Pembangunan Kabupaten                Muara Enim. 

KETIGA :  Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 
 

 
Ditetapkan di Muara Enim 

pada tanggal  09 Februari 2026 

BUPATI MUARA ENIM, 

 

EDISON 

 
Tembusan ini disampaikan Kepada Yth. : 
1. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan 
2. Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim; 
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Muara Enim; 
4. Kepala Badan perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Muara Enim; 
5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 
6. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim; dan 
7. Arsip. 
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1
IDDD-16.03-DKP-IKP-

2025-001
02.03.004

RPJPN 2025-

2045; RPJMN 

2025-2029; 

RPJMD 

KABUPATEN 

MUARA ENIM 

TAHUN 2025-

2028

IDDD-16.03-DKP-IKP-

2025-001-02
Indeks Ketahanan Pangan

Indeks Ketahanan 

Pangan
Statistik Indikator 24110249

Dinas Ketahanan 

Pangan
Terbuka

angka yang menggambarkan kondisi terpenuhinya 

pangan bagi negara sampai dengan perseorangan
Indeks

Wilayah 

Administrasi: 

Provinsi, 

Kabupaten/Kot

a; 

Tahunan
RAD.02.0

3.19

Ms Keg/Ms 

Var/Ms 

Indikator

https://opendata.

muaraenimkab.go

.id/

https://satudata.m

uaraenimkab.go.i

d/

belum pengajuan

2
IDDD-16.03-DKP-Neraca-

2025-090

RPJMD 

KABUPATEN 

MUARA ENIM 

TAHUN 2025-

2028

IDDD-16.03-DKP-

Neraca-2025-090

Kompilasi Data Neraca 

Bahan Makanan 

Kabupaten Muara Enim 

Tahun 2025

Kompilasi Data Neraca 

Bahan Makanan 

Kabupaten Muara Enim 

Tahun 2025

Statistik Indikator
Dinas Ketahanan 

Pangan
Terbuka

Untuk Mengukur Tingkat Ketersediaan Bahan Pangan 

Diperlukan Suatu Alat Yang Digunakan Untuk 

Mengukur Ketersediaan Pangan Yaitu Neraca Bahan 

Makanan

Wilayah 

Administrasi: 

Provinsi, 

Kabupaten/Kot

a; 

Tahunan
RAD.02.0

3.19

Ms Keg/Ms 

Var/Ms 

Indikator

https://opendata.

muaraenimkab.go

.id/

https://satudata.m

uaraenimkab.go.i

d/

selesai pengajuan

https://drive.goo

gle.com/file/d/1q

LXCH_BJmVYm

8s61nYKcBCZvI

HKfK9yl/view?us

p=drive_link

3
IDDD-16.03-DKP-

PANGAN-2025-085
02.03.0008

Renstra 

Bapanas 2025-

2029; 

IDDD-16.03-DKP-

PANGAN-2025-085

Indeks Keamanan Pangan 

Segar; 

Indeks Keamanan 

Pangan Segar; 
Statistik Variabel

Dinas Ketahanan 

Pangan
Terbuka

Banyaknya produk Pangan Segar Asal Tumbuhan 

Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD) yang telah 

mendapatkan nomor izin edar PSAT-PD dari Otoritas 

Kompeten Keamanan Pangan (OKKP) Provinsi.

Sertifikat

Provinsi, 

Kabupaten/Kot

a

Tahunan RAD.02.03.19

Ms Keg/Ms 

Var/Ms 

Indikator

https://opendata.

muaraenimkab.go

.id/

https://satudata.m

uaraenimkab.go.i

d/

belum pengajuan

4

5
IDDD-16.03-DISDIK-RLS-

2025-002
06.01.084

RPJPN 2025-

2045; RPJMN 

2025-2029; 

RPJMD 

KABUPATEN 

MUARA ENIM 

TAHUN 2025-

2029

IDDD-16.03-BPS-IPM-

2025-001-01

Rata-rata lama sekolah 

penduduk usia di atas 15 

tahun

Rata-rata lama sekolah 

penduduk usia di atas 

15 tahun

Statistik Indikator 10310050
Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan
Terbuka

rata-rata lamanya masa yang dilalui dalam menjalani 

pendidikan formal
Tahun

jenis kelamin

wilayah
Tahunan

RAD.06.0

1.02

Ms Keg/Ms 

Var/Ms 

Indikator

https://opendata.

muaraenimkab.go

.id/

https://satudata.m

uaraenimkab.go.i

d/

belum pengajuan

6
IDDD-16.03-DISDIK-HLS-

2025-003
06.01.084

RPJPN 2025-

2045; RPJMN 

2025-2029; 

RPJMD 

KABUPATEN 

MUARA ENIM 

TAHUN 2025-

2030

IDDD-16.03-DISDIK-

HLS-2025-003-01
Harapan Lama Sekolah Partisipasi Sekolah Statistik Indikator 10310003

Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan
Terbuka

lama masa bersekolah yang diharapkan akan 

dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa 

mendatang

Tahun
jenis kelamin

wilayah
Tahunan

RAD.06.0

1.02

Ms Keg/Ms 

Var/Ms 

Indikator

https://opendata.

muaraenimkab.go

.id/

https://satudata.m

uaraenimkab.go.i

d/

belum pengajuan

7
IDDD-16.03-DISDIK-UHH-

2025-004
04.01.199

RPJPN 2025-

2045; RPJMN 

2025-2029; 

RPJMD 

KABUPATEN 

MUARA ENIM 

TAHUN 2025-

2031

IDDD-16.03-DISDIK-

UHH-2025-004-01
Usia Harapan Hidup Usia Harapan Hidup Statistik Variabel 10410187

Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan
Terbuka

rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh 

oleh seseorang sejak lahir
Tahun

jenis kelamin

wilayah
Tahunan

RAD.06.0

1.02

Ms Keg/Ms 

Var/Ms 

Indikator

https://opendata.

muaraenimkab.go

.id/

https://satudata.m

uaraenimkab.go.i

d/

belum pengajuan

8
IDDD-16.03-Disdik-

PENDIDIKAN2025-025
06.01.0139

RPJPN 2025-

2045; RPJMN 

2025-2029; 

RPJMD 

KABUPATEN 

MUARA ENIM 

TAHUN 2025-

2048

IDDD-16.03-Disdik-

PENDIDIKAN-2025-

025-01

Persentase satuan 

pendidikan formal dan 

nonformal yang memiliki 

program terkait 

peningkatan kualitas 

lingkungan belajar; 

Persentase satuan 

pendidikan formal dan 

nonformal yang 

memiliki program terkait 

peningkatan kualitas 

lingkungan belajar; 

Statistik Indikator 10310067
Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan
Terbuka

Keseluruhan jumlah satuan pendidikan formal dan 

nonformal yang terdaftar dan aktif dalam sistem 

pendidikan nasional.

Unit

Wilayah 

Administrasi: 

Nasional, 

Provinsi

Tahunan
RAD.06.0

1.02

Ms Keg/Ms 

Var/Ms 

Indikator

https://opendata.

muaraenimkab.go

.id/

https://satudata.m

uaraenimkab.go.i

d/

belum pengajuan

Dinas Ketahanan Pangan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

DAFTAR DATA DAN DATA PRIORITAS KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2025

https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://drive.google.com/file/d/1tteB1k1EzUwT9wOllIRxETs1Q8VV55m4/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1tteB1k1EzUwT9wOllIRxETs1Q8VV55m4/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1tteB1k1EzUwT9wOllIRxETs1Q8VV55m4/view?usp=drive_link
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://drive.google.com/file/d/1qLXCH_BJmVYm8s61nYKcBCZvIHKfK9yl/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1qLXCH_BJmVYm8s61nYKcBCZvIHKfK9yl/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1qLXCH_BJmVYm8s61nYKcBCZvIHKfK9yl/view?usp=drive_link


9
IDDD-16.03-Disdik-

Pendidikan-2025-026
06.01.0140

RPJPN 2025-

2045; RPJMN 

2025-2029; 

RPJMD 

KABUPATEN 

MUARA ENIM 

TAHUN 2025-

2049

IDDD-16.03-Disdik-

Pendidikan-2025-026-

01

Persentase satuan 

pendidikan nonformal 

yang meningkat mutu 

pembelajarannya; 

Persentase satuan 

pendidikan nonformal 

yang meningkat mutu 

pembelajarannya; 

Statistik Indikator 06.01.0103
Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan
Terbuka

Jumlah satuan pendidikan nonformal yang terdaftar 

dan aktif dalam sistem pendidikan nasional.
Unit

Wilayah 

Administrasi: 

Nasional, 

Provinsi

Tahunan
RAD.06.0

1.03

Ms Keg/Ms 

Var/Ms 

Indikator

https://opendata.

muaraenimkab.go

.id/

https://satudata.m

uaraenimkab.go.i

d/

belum pengajuan

10
IDDD-16.03-DISDIK-2025-

031
06.01.026 SDGS

IDDD-16.03-DISDIK-

2025-031

Persentase Guru yang 

Memenuhi Kualifikasi 

Sesuai Standar Nasional; 

Persentase Guru yang 

Memenuhi Kualifikasi 

Sesuai Standar 

Nasional; 

Statistik Indikator 10310028
Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan
Terbuka

Persentase guru pada jenjang (i) TK, (ii) SD, (iii) SMP, 

(iv) SMA/SMK, dan (v) PLB yang memenuhi kualifikasi 

akademik S1/D4 sesuai dengan standar yang 

ditetapkan Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan.2.Persentase guru pada jenjang (i) TK, (ii) 

SD, (iii) SMP, (iv) SMA/SMK, dan (v) PLB yang 

memiliki sertifikat pendidik.

persen

Wilayah 

Administrasi: 

Nasional, 

Provinsi; Jenis 

Kelamin

Tahunan
RAD.06.0

1.06

Ms Keg/Ms 

Var/Ms 

Indikator

https://opendata.

muaraenimkab.go

.id/

https://satudata.m

uaraenimkab.go.i

d/

belum pengajuan

11
IDDD-16.03-DISDIK-2025-

031
06.01.026 SDGS

IDDD-16.03-DISDIK-

2025-031

Persentase Guru yang 

Memenuhi Kualifikasi 

Sesuai Standar Nasional; 

Persentase Guru yang 

Memenuhi Kualifikasi 

Sesuai Standar 

Nasional; 

Statistik Indikator 10310028
Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan
Terbuka

Persentase guru pada jenjang (i) TK, (ii) SD, (iii) SMP, 

(iv) SMA/SMK, dan (v) PLB yang memenuhi kualifikasi 

akademik S1/D4 sesuai dengan standar yang 

ditetapkan Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan.2.Persentase guru pada jenjang (i) TK, (ii) 

SD, (iii) SMP, (iv) SMA/SMK, dan (v) PLB yang 

memiliki sertifikat pendidik.

persen

Wilayah 

Administrasi: 

Nasional, 

Provinsi; Jenis 

Kelamin

Tahunan
RAD.06.0

1.06

Ms Keg/Ms 

Var/Ms 

Indikator

https://opendata.

muaraenimkab.go

.id/

https://satudata.m

uaraenimkab.go.i

d/

belum pengajuan

12
IDDD-16.03-DISDIK-2025-

050
06.01.033

RPJPN 2025-

2045; RPJMN 

2025-2029; 

RPJMD 

KABUPATEN 

MUARA ENIM 

TAHUN 2025-

2061

IDDD-16.03-DISDIK-

2025-050

Persentase pendidik dan 

tenaga kependidikan yang 

profesional pada satuan 

pendidikan formal dan 

nonformal; 

Persentase pendidik 

dan tenaga 

kependidikan yang 

profesional pada satuan 

pendidikan formal dan 

nonformal; 

Statistik Indikator 10310069
Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan
Terbuka

Persentase guru dan tenaga kependidikan profesional 

merupakan angka yang menunjukkan perbandingan 

jumlah guru dan tenaga kependidikan yang memiliki 

kualifikasi akademik minimal S-1/D-IV dan sertifikat 

pendidik terhadap jumlah seluruh guru dan tenaga 

kependidikan. Guru adalah pendidik profesional 

dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 

mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia 

dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan 

pendidikan menengah. Yang dimaksud dengan tenaga 

kependidikan dalam indikator ini adalah: 1. Kepala 

Sekolah, yaitu Guru yang diberi tugas untuk memimpin 

dan mengelola TK/TKLB atau bentuk lain yang 

sederajat, SD/ SDLB atau bentuk lain yang sederajat, 

SMP/SMPLB atau bentuk lain yang sederajat, 

SMA/SMK/SMALB atau bentuk lain yang sederajat, 

atau Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN); dan 2. 

Pengawas Sekolah yaitu Guru Pegawai Negeri Sipil 

(PNS) yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan 

pendidikan.

persen

Wilayah 

Administrasi: 

Nasional, 

Provinsi

Tahunan
RAD.06.0

1.01

Ms Keg/Ms 

Var/Ms 

Indikator

https://opendata.

muaraenimkab.go

.id/

https://satudata.m

uaraenimkab.go.i

d/

belum pengajuan

13
IDDD-16.03-Dinkes-2025-

058
04.01.0079

RPJPN 2025-

2045; RPJMN 

2025-2029; 

RPJMD 

KABUPATEN 

MUARA ENIM 

TAHUN 2025-

2069

IDDD-16.03-Dinkes-

2025-058
Cakupan imunisasi HPV; 

Cakupan imunisasi 

HPV; 
Statistik Prioritas 10310063 Dinas Kesehatan Terbuka

Total jumlah anak perempuan yang terdaftar di kelas 5 

SD atau tingkat pendidikan sederajat dalam periode 

yang sama

Orang

Wilayah 

Administrasi: 

Nasional, 

Provinsi

Tahunan
RAD.04.0

1

Ms Keg/Ms 

Var/Ms 

Indikator

https://opendata.

muaraenimkab.go

.id/

https://satudata.m

uaraenimkab.go.i

d/

belum pengajuan

14
IDDD-16.03-DISDIK-2025-

054
06.01.0098

RPJPN 2025-

2045; RPJMN 

2025-2029; 

RPJMD 

KABUPATEN 

MUARA ENIM 

TAHUN 2025-

2065

IDDD-16.03-DISDIK-

2025-054

Persentase satuan 

pendidikan dengan 

akreditasi minimal B; 

Persentase satuan 

pendidikan dengan 

akreditasi minimal B; 

Statistik Indikator 10310067
Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan
Terbuka

Jumlah satuan pendidikan yang telah mendapatkan 

akreditasi dengan peringkat minimal B

Satuan 

Pendidika

n

Wilayah 

Administrasi: 

Nasional, 

Provinsi, 

Kabupaten/Kot

a; Jenis 

Industri

Tahunan
RAD.06.0

1.01 

Ms Keg/Ms 

Var/Ms 

Indikator

https://opendata.

muaraenimkab.go

.id/

https://satudata.m

uaraenimkab.go.i

d/

belum pengajuan

15 belum pengajuan

16
IDDD-16.03-PERPUS-

2025-030
08.02.0004

RPJPN 2025-

2045; RPJMN 

2025-2029; 

RPJMD 

KABUPATEN 

MUARA ENIM 

TAHUN 2025-

2053

IDDD-16.03-PERPUS-

2025-030

Indeks Pembangunan 

Literasi Masyarakat 

(IPLM); 

Indeks Pembangunan 

Literasi Masyarakat 

(IPLM); 

Statistik Variabel 10910073

Dinas 

Perpustakaan 

dan Kearsipan

Terbuka
Perbandingan jumlah koleksi perpustakaan (baik 

tercetak maupun digital) terhadap jumlah penduduk
Rasio

Wilayah 

Administrasi: 

Nasional, 

Provinsi, 

Kabupaten/Kot

a

Tahunan
RAD.08.0

2.06

Ms Keg/Ms 

Var/Ms 

Indikator

https://opendata.

muaraenimkab.go

.id/

https://satudata.m

uaraenimkab.go.i

d/

belum pengajuan

Dinas Perpustakaan dan kearsipan

https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/


17 belum pengajuan

18
IDDD-16.03-DINSOS-

KEMISKINAN-2025-005
04.02.051

RPJPN 2025-

2045; RPJMN 

2025-2029; 

RPJMD 

KABUPATEN 

MUARA ENIM 

TAHUN 2025-

2032

IDDD-16.03-DINSOS-

KEMISKINAN-2025-

005-01

Persentase Penduduk 

Miskin

Persentase Penduduk 

Miskin
Statistik Variabel 33110020 Dinas Sosial Terbuka

bagian dari populasi penduduk yang tidak mampu 

memenuhi hak dasar (hak atas pangan, sandang, 

layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan 

berusaha, dan/atau perumahan) secara layak dan 

mandiri dan memiliki rata-rata pengeluaran per kapita 

sebulan di bawah garis kemiskinan

Persen

Wilayah 

Administrasi: 

Provinsi, 

Kabupaten/Kot

a; 

Tahunan
RAD.04.0

2.02 

Ms Keg/Ms 

Var/Ms 

Indikator

https://opendata.

muaraenimkab.go

.id/

https://satudata.m

uaraenimkab.go.i

d/

belum pengajuan

19 belum pengajuan

20
IDDD-16.03-DPPPA-IKG-

2025-006
04.03.001

RPJPN 2025-

2045; RPJMN 

2025-2029; 

RPJMD 

KABUPATEN 

MUARA ENIM 

TAHUN 2025-

2033

IDDD-16.03-DPPPA-

IKG-2025-006-01

Indeks Ketimpangan 

Gender (IKG)

Indeks Ketimpangan 

Gender (IKG)
Statistik Variabel 33210018

Dinas 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan 

Anak

Terbuka

angka yang menggambarkan suatu kondisi dan 

kedudukan antara laki-laki dan perempuan yang 

tidak setara dalam hal memperoleh hak-haknya 

sebagai manusia terkait akses dan kontrol 

sumber daya, partisipasi dalam seluruh proses 

pembangunan dan pengambilan keputusan, serta 

memperoleh manfaat dari pembangunan

Indeks

Wilayah 

Administrasi: 

Provinsi, 

Kabupaten/Kot

a; 

Tahunan
RAD.04.0

3.01

Ms Keg/Ms 

Var/Ms 

Indikator

https://opendata.

muaraenimkab.go

.id/

https://satudata.m

uaraenimkab.go.i

d/

belum pengajuan

21
IDDD-16.03-DPPPA-2025-

074
04.03.004

RPJPN 2025-

2045; RPJMN 

2025-2029; 

RPJMD 

KABUPATEN 

MUARA ENIM 

TAHUN 2025-

2081

IDDD-16.03-DPPPA-

2025-074

Indeks Perlindungan Anak 

(IPA);

Indeks Perlindungan 

Anak (IPA);
Statistik Indikator 33210004

Dinas 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan 

Anak

Terbuka

Indeks Perlindungan Anak (IPA) adalah indeks 

komposit yang mengukur capaian pemenuhan hak dan 

perlindungan anak yang disusun sesuai dengan klaster 

dalam Konvensi Hak Anak.;Indeks Perlindungan 

Khusus Anak (IPKA) adalah indeks komposit yang 

mengukur capaian perlindungan khusus anak sesuai 

dengan klaster dalam Konvensi Hak Anak.

Indeks

Wilayah 

Administrasi: 

Nasional, 

Provinsi, 

Kabupaten/Kot

a

Tahunan

Ms Keg/Ms 

Var/Ms 

Indikator

https://opendata.

muaraenimkab.go

.id/

https://satudata.m

uaraenimkab.go.i

d/

belum pengajuan

22

23
IDDD-16.03-DISKOMINFO-

SIBER-2025-013
09.03.003

RPJPN 2025-

2045; RPJMN 

2025-2029; 

RPJMD 

KABUPATEN 

MUARA ENIM 

TAHUN 2025-

2040

IDDD-16.03-

DISKOMINFO-SIBER-

2025-013-01

Indeks Keamanan dan 

Ketahanan Siber; 

Indeks Keamanan dan 

Ketahanan Siber; 
Statistik Indikator 25010046

Dinas 

Komunikasi 

Informatika 

Statistik dan 

Persandian

Terbuka

Indeks Ketahanan dan Keamanan Siber dan Informasi 

(IKKSI) merupakan kerangka kerja yang komprehensif 

untuk mengukur tingkat ketahanan dan keamanan siber 

suatu organisasi. IKKSI dirancang untuk mengukur 

tingkat kematangan dan efektivitas berbagai aspek 

ketahanan dan keamanan siber dan sandi, mulai dari 

kebijakan hingga tingkat kesadaran masyarakat

Indeks

Wilayah 

Administrasi: 

Nasional, 

Provinsi

Tahunan
RAD.09.0

3.08 

Ms Keg/Ms 

Var/Ms 

Indikator

https://opendata.

muaraenimkab.go

.id/

https://satudata.m

uaraenimkab.go.i

d/

belum pengajuan

24
IDDD-16.03-DISKOMINFO-

INFOPUBLIK-2025-014
09.03.005

RPJPN 2025-

2045; RPJMN 

2025-2029; 

RPJMD 

KABUPATEN 

MUARA ENIM 

TAHUN 2025-

2041

IDDD-16.03-

DISKOMINFO-

INFOPUBLIK-2025-

014-01

Indeks Keterbukaan 

Informasi Publik;

Indeks Keterbukaan 

Informasi Publik;
Statistik Indikator 25010046

Dinas 

Komunikasi 

Informatika 

Statistik dan 

Persandian

Terbuka

Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) disusun 

untuk mengukur sejauh mana implementasi Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik di 34 provinsi se-Indonesia. IKIP 

diharapkan dapat menjadi katalis dalam mendorong 

pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di segala 

tingkatan pemerintahan secara merata dan 

memberikan masukan dan rekomendasi bagi 

masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyusunan 

kebijakan dan program pembangunan.  IKIP 

menganalisis tiga aspek penting yang mencakup 

nilai (0-

100)

Wilayah 

Administrasi: 

Nasional, 

Provinsi

Tahunan
RAD.09.0

3.03

Ms Keg/Ms 

Var/Ms 

Indikator

https://opendata.

muaraenimkab.go

.id/

https://satudata.m

uaraenimkab.go.i

d/

belum pengajuan

25
IDDD-16.03-DISKOMINFO-

FIBER-2025-015
09.03.013

RPJPN 2025-

2045; RPJMN 

2025-2029; 

RPJMD 

KABUPATEN 

MUARA ENIM 

TAHUN 2025-

2042

IDDD-16.03-

DISKOMINFO-FIBER-

2025-015-01

Jangkauan jaringan fiber 

optik per kecamatan; 

Jangkauan jaringan 

fiber optik per 

kecamatan; 

Statistik Indikator 0

Dinas 

Komunikasi 

Informatika 

Statistik dan 

Persandian

Terbuka

Rasio persentase antara jumlah desa/kelurahan yang 

telah terjangkau Optical Distribution Point (ODP) 

dibandingkan dengan total jumlah kecamat

persen

Wilayah 

Administrasi 

Kecamatan, 

Kabupaten/Kot

a Provinsi

Tahunan
RAD.09.0

3.01

Ms Keg/Ms 

Var/Ms 

Indikator

https://opendata.

muaraenimkab.go

.id/

https://satudata.m

uaraenimkab.go.i

d/

belum pengajuan

26
IDDD-16.03-DISKOMINFO-

INFORMATIF-2025-016
09.03.016 SDGS

IDDD-16.03-

DISKOMINFO-

INFORMATIF-2025-

016-01

Jumlah Badan Publik 

yang berkualifikasi 

Informatif; 

Jumlah Badan Publik 

yang berkualifikasi 

Informatif; 

Statistik Indikator 25010016

Dinas 

Komunikasi 

Informatika 

Statistik dan 

Persandian

Terbuka

Keterbukaan Informasi Publik (KIP), yang dimaksud 

informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, 

dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan 

pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang 

dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan 

dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan 

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi 

secara elektronik ataupun non elektronik. Informasi 

publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, 

Indikator 

SIPD: 

000326 - 

Jumlah 

Badan 

Publik 

yang 

berkualifi

kasi 

Wilayah 

Administrasi: 

Nasional, 

Provinsi, 

Kabupaten/Kot

a

Tahunan
RAD.09.0

3.03

Ms Keg/Ms 

Var/Ms 

Indikator

https://opendata.

muaraenimkab.go

.id/

https://satudata.m

uaraenimkab.go.i

d/

belum pengajuan

27
IDDD-16.03-DISKOMINFO-

SPLP-2025-017
09.03.046

RPJPN 2025-

2045; RPJMN 

2025-2029; 

RPJMD 

KABUPATEN 

MUARA ENIM 

TAHUN 2025-

2042

IDDD-16.03-

DISKOMINFO-SPLP-

2025-017-01

Persentase K/L/D yang 

mengimplementasikan 

Sistem Penghubung 

Layanan Pemerintah 

(SPLP); 

Persentase K/L/D yang 

mengimplementasikan 

Sistem Penghubung 

Layanan Pemerintah 

(SPLP); 

Statistik Indikator 0

Dinas 

Komunikasi 

Informatika 

Statistik dan 

Persandian

Terbuka

Mengukur proporsi Kementerian, Lembaga, dan 

Pemerintah Daerah yang telah mengadopsi dan 

menerapkan SPLP. SPLP adalah perangkat integrasi 

yang memungkinkan pertukaran data, sistem aplikasi, 

layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 

(SPBE), dan kanal perangkat IoT melalui antarmuka 

pemrograman aplikasi, sehingga memungkinkan 

pertukaran data dari mesin ke mesin

persen

Wilayah 

Administrasi 

Nasional, 

Provinsi, 

Kabupaten/Kot

a

Tahunan
RAD.09.0

3.02

Ms Keg/Ms 

Var/Ms 

Indikator

https://opendata.

muaraenimkab.go

.id/

https://satudata.m

uaraenimkab.go.i

d/

belum pengajuan

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dinas Komunikasi Informatika Statistik Persandian 

Dinas Sosial

https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/


28
IDDD-16.03-DINSOS-

SEPAKAT-2025-018
04.02.027

RPJPN 2025-

2045; RPJMN 

2025-2029; 

RPJMD 

KABUPATEN 

MUARA ENIM 

TAHUN 2025-

2043

IDDD-16.03-DINSOS-

SEPAKAT-2025-018-

01

Persentase K/L/D yang 

Memanfaatkan Data 

Regsosek melalui 

SEPAKAT; 

Persentase K/L/D yang 

Memanfaatkan Data 

Regsosek melalui 

SEPAKAT; 

Statistik Indikator 0

Dinas 

Komunikasi 

Informatika 

Statistik dan 

Persandian

Terbuka

Persentase Kementerian/Lembaga yang melaksanakan 

perencanaan berbasis bukti melalui SEPAKAT (Sistem 

Perencanaan Kolaboratif dan Analisis Data Terpadu)

persen

Wilayah 

Administrasi: 

Nasional, 

Provinsi, 

Kabupaten/Kot

a; Instansi 

Pemerintah: 

K/L, 

Pemerintah 

Tahunan
RAD.04.0

2.05

Ms Keg/Ms 

Var/Ms 

Indikator

https://opendata.

muaraenimkab.go

.id/

https://satudata.m

uaraenimkab.go.i

d/

belum pengajuan

29
IDDD-16.03-DSKOMINFO-

PUBLIK-2025-019
09.03.083

RPJPN 2025-

2045; RPJMN 

2025-2029; 

RPJMD 

KABUPATEN 

MUARA ENIM 

TAHUN 2025-

2044

IDDD-16.03-

DSKOMINFO-PUBLIK-

2025-019-01

Persentase Partisipasi 

Publik dalam Proses 

Pengambilan Kebijakan 

Publik; 

Persentase Partisipasi 

Publik dalam Proses 

Pengambilan Kebijakan 

Publik; 

Statistik Indikator 0

Dinas 

Komunikasi 

Informatika 

Statistik dan 

Persandian

Terbuka

Pengukuran indikator Persentase Partisipasi Publik 

dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik 

dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana badan 

publik memberikan ruang partisipasi publik dalam 

mengakses informasi, pengambilan kebijakan publik, 

dan memantau serta melaporkan badan publik yang 

tidak sesuai ketentuan UU No. 14 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik kepada Komisi Informasi. Indikator ini 

termasuk dalam Indeks Keterbukaan Informasi Publik 

persen

Wilayah 

Administrasi: 

Nasional, 

Provinsi

Tahunan
RAD.09.0

3.03

Ms Keg/Ms 

Var/Ms 

Indikator

https://opendata.

muaraenimkab.go

.id/

https://satudata.m

uaraenimkab.go.i

d/

belum pengajuan

30
IDDD-16.03-Diskominfo-

2025-059
09.03.023 SDGS

IDDD-16.03-

Diskominfo-2025-059

Jumlah Penyelesaian 

Sengketa Informasi Publik 

melalui Mediasi dan/atau 

Ajudikasi Nonlitigasi; 

Jumlah Penyelesaian 

Sengketa Informasi 

Publik melalui Mediasi 

dan/atau Ajudikasi 

Nonlitigasi; 

Statistik Indikator 10810032

Dinas 

Komunikasi 

Informatika 

Statistik dan 

Persandian

Terbuka

Konsep dan Definisi:Sengketa informasi publik adalah 

sengketa yang terjadi antara badan publik dan 

pengguna/pemohon informasi publik yang berkaitan 

dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi 

berdasarkan perundang- undangan. Pengguna 

Informasi Publik adalah orang yang menggunakan 

informasi publik sebagaimana diatur dalam undang-

undang. Informasi publik adalah informasi yang 

dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau 

kasus Jenis Sengketa Tahunan
RAD.09.0

3.03

Ms Keg/Ms 

Var/Ms 

Indikator

https://opendata.

muaraenimkab.go

.id/

https://satudata.m

uaraenimkab.go.i

d/

belum pengajuan

31
IDDD-16.03-Diskominfo-

2025-059
09.03.023 SDGS

IDDD-16.03-

Diskominfo-2025-059

Jumlah Penyelesaian 

Sengketa Informasi Publik 

melalui Mediasi dan/atau 

Ajudikasi Nonlitigasi; 

Jumlah Penyelesaian 

Sengketa Informasi 

Publik melalui Mediasi 

dan/atau Ajudikasi 

Nonlitigasi; 

Statistik Indikator 10810032

Dinas 

Komunikasi 

Informatika 

Statistik dan 

Persandian

Terbuka

Konsep dan Definisi:Sengketa informasi publik adalah 

sengketa yang terjadi antara badan publik dan 

pengguna/pemohon informasi publik yang berkaitan 

dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi 

berdasarkan perundang- undangan. Pengguna 

Informasi Publik adalah orang yang menggunakan 

informasi publik sebagaimana diatur dalam undang-

undang. Informasi publik adalah informasi yang 

dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau 

kasus Jenis Sengketa Tahunan
RAD.09.0

3.03

Ms Keg/Ms 

Var/Ms 

Indikator

https://opendata.

muaraenimkab.go

.id/

https://satudata.m

uaraenimkab.go.i

d/

belum pengajuan

32
IDDD-16.03-DISKOMINFO-

2025-070
09.03.006

RPJPN 2025-

2045; RPJMN 

2025-2029; 

RPJMD 

KABUPATEN 

MUARA ENIM 

TAHUN 2025-

2077

IDDD-16.03-

DISKOMINFO-2025-

070

Indeks Literasi Digital; Indeks Literasi Digital; Statistik Prioritas

Dinas 

Komunikasi 

Informatika 

Statistik dan 

Persandian

Terbuka

Literasi digital adalah kemampuan seseorang untuk 

menggunakan teknologi informasi dan komunikasi 

(TIK) dengan efektif untuk mencari, menganalisis, 

mengevaluasi, dan menyebarkan informasi.

persen

Wilayah 

Administrasi: 

Nasional, 

Provinsi

Tahunan

Ms Keg/Ms 

Var/Ms 

Indikator

https://opendata.

muaraenimkab.go

.id/

https://satudata.m

uaraenimkab.go.i

d/

belum pengajuan

33
IDDD-16.03-DISKOMINFO-

2025-072
09.03.007

RPJPN 2025-

2045; RPJMN 

2025-2029; 

RPJMD 

KABUPATEN 

MUARA ENIM 

TAHUN 2025-

2079

IDDD-16.03-

DISKOMINFO-2025-

072

Indeks Pembangunan 

Statistik (IPS); 

Indeks Pembangunan 

Statistik (IPS); 
Statistik Prioritas

Dinas 

Komunikasi 

Informatika 

Statistik dan 

Persandian

Terbuka

Ukuran komposit yang menggambarkan tingkat 

kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di 

instansi pemerintah (Instansi Pusat dan Pemerintah 

Daerah).

Indeks

Instansi 

Pemerintah: 

Nasional, 

Instansi Pusat, 

Pemerintah 

Provinsi, 

Pemerintah 

Kabupaten/Kot

a

Tahunan

Ms Keg/Ms 

Var/Ms 

Indikator

https://opendata.

muaraenimkab.go

.id/

https://satudata.m

uaraenimkab.go.i

d/

belum pengajuan

34
IDDD-16.03-DISKOMINFO-

2025-075
09.03.011

RPJPN 2025-

2045; RPJMN 

2025-2029; 

RPJMD 

KABUPATEN 

MUARA ENIM 

TAHUN 2025-

2082

IDDD-16.03-

DISKOMINFO-2025-

075

Indeks Satu Data 

Indonesia; 

Indeks Satu Data 

Indonesia; 
Statistik Prioritas

Dinas 

Komunikasi 

Informatika 

Statistik dan 

Persandian

Terbuka

Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data 

Indonesia (SDI) dilaksanakan untuk menilai 

ketercapaian dan memetakan capaian 

penyelenggaraan SDI di tingkat Pusat dan Daerah. 

Hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan SDI 

akan dijadikan sebagai acuan dalam melakukan 

pendampingan kepada Penyelenggara SDI tingkat 

Pusat dan Daerah, serta menjadi dasar dalam 

penentuan pemberian insentif dan disinsentif. Evaluasi 

penyelenggaraan SDI dilaksanakan dengan 

Indeks

Instansi 

Pemerintah: 

K/L, Provinsi, 

Kabupaten/Kot

a

Tahunan

Ms Keg/Ms 

Var/Ms 

Indikator

https://opendata.

muaraenimkab.go

.id/

https://satudata.m

uaraenimkab.go.i

d/

belum pengajuan

35
IDDD-16.03-DISKOMINFO-

2025-076
09.06.010

RPJPN 2025-

2045; RPJMN 

2025-2029; 

RPJMD 

KABUPATEN 

MUARA ENIM 

TAHUN 2025-

2083

IDDD-16.03-

DISKOMINFO-2025-

076

Indeks Sistem 

Pemerintahan Berbasis 

Elektronik (SPBE); 

Indeks Sistem 

Pemerintahan Berbasis 

Elektronik (SPBE); 

Statistik Prioritas

Dinas 

Komunikasi 

Informatika 

Statistik dan 

Persandian

Terbuka

SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan 

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi 

untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, 

Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, 

perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain 

yang memanfaatkan layanan SPBE. Nilai indeks SPBE 

merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat 

kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan.

Indeks

Instansi 

Pemerintah: 

K/L, Provinsi, 

Kabupaten/Kot

a

Tahunan

Ms Keg/Ms 

Var/Ms 

Indikator

https://opendata.

muaraenimkab.go

.id/

https://satudata.m

uaraenimkab.go.i

d/

belum pengajuan

36
IDDD-16.03-DISKOMINFO-

2025-077
09.03.013

RPJPN 2025-

2045; RPJMN 

2025-2029; 

RPJMD 

KABUPATEN 

MUARA ENIM 

TAHUN 2025-

2084

IDDD-16.03-

DISKOMINFO-2025-

077

Jangkauan jaringan fiber 

optik per kecamatan; 

Jangkauan jaringan 

fiber optik per 

kecamatan; 

Statistik Prioritas

Dinas 

Komunikasi 

Informatika 

Statistik dan 

Persandian

Terbuka

Rasio persentase antara jumlah desa/kelurahan yang 

telah terjangkau Optical Distribution Point (ODP) 

dibandingkan dengan total jumlah kecamatan

persen

Wilayah 

Administrasi 

Kecamatan, 

Kabupaten/Kot

a Provinsi

Tahunan

Ms Keg/Ms 

Var/Ms 

Indikator

https://opendata.

muaraenimkab.go

.id/

https://satudata.m

uaraenimkab.go.i

d/

belum pengajuan

https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/


37
IDDD-16.03-DISKOMINFO-

2025-078
09.03.016 SDGS

IDDD-16.03-

DISKOMINFO-2025-

078

Jumlah Badan Publik yang 

berkualifikasi Informatif; 

Jumlah Badan Publik 

yang berkualifikasi 

Informatif; 

Statistik Prioritas 25010016

Dinas 

Komunikasi 

Informatika 

Statistik dan 

Persandian

Terbuka

Konsep dan Definisi:Badan publik adalah lembaga 

eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang 

fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan 

penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh 

dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara dan/ atau Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah 

sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 

badan 

publik

Wilayah 

Administrasi: 

Nasional, 

Provinsi, 

Kabupaten/Kot

a

Tahunan

Ms Keg/Ms 

Var/Ms 

Indikator

https://opendata.

muaraenimkab.go

.id/

https://satudata.m

uaraenimkab.go.i

d/

belum pengajuan

38

39
IDDD-16.03-DINKES-

PELYKES-2025-020
06.02.030

RPJPN 2025-

2045; RPJMN 

2025-2029; 

RPJMD 

KABUPATEN 

MUARA ENIM 

TAHUN 2025-

2045

IDDD-16.03-DINKES-

PELYKES-2025-020-

01

Persentase pekerja yang 

mendapatkan pelayanan 

Kesehatan kerja; 

Persentase pekerja 

yang mendapatkan 

pelayanan Kesehatan 

kerja; 

Statistik Indikator 0 Dinas Kesehatan Terbuka

Jumlah pekerja (baik sektor formal dan informal) yang 

memperoleh pelayanan kesehatan kerja mencakup 

pemeriksaan kesehatan/medical check up dan faktor 

risiko kesehatan kerja

persen

Wilayah 

Administrasi: 

Nasional, 

Provinsi

Tahunan
RAD.04.0

1.04

Ms Keg/Ms 

Var/Ms 

Indikator

https://opendata.

muaraenimkab.go

.id/

https://satudata.m

uaraenimkab.go.i

d/

belum pengajuan

40
IDDD-16.03-DINKES-

PELYKES-2025-021
04.01.125

RPJPN 2025-

2045; RPJMN 

2025-2029; 

RPJMD 

KABUPATEN 

MUARA ENIM 

TAHUN 2025-

2046

IDDD-16.03-DINKES-

PELYKES-2025-021-

01

Persentase Pelayanan 

Kesehatan yang 

memenuhi standar; 

Persentase Pelayanan 

Kesehatan yang 

memenuhi standar; 

Statistik Indikator 0 Dinas Kesehatan Terbuka

Persentase pelayan kesehatan yang memenuhi standar 

dengan pelayanan yang berkualitas dan ideal dengan 

memenuhi kebutuhan pasien serta memenuhi 

pelayanan standar pelayanan minimal (SPM) 

Kesehatan.

persen

Wilayah 

Administrasi: 

Nasional, 

Provinsi, Ibu 

Kota 

Nusantara

Tahunan
RAD.04.0

1.04

Ms Keg/Ms 

Var/Ms 

Indikator

https://opendata.

muaraenimkab.go

.id/

https://satudata.m

uaraenimkab.go.i

d/

belum pengajuan

41
IDDD-16.03-DINKES-

TENAGAKERJA-2025-022
04.01.148

RPJPN 2025-

2045; RPJMN 

2025-2029; 

RPJMD 

KABUPATEN 

MUARA ENIM 

TAHUN 2025-

2047

IDDD-16.03-DINKES-

TENAGAKERJA-2025-

022-01

Persentase Puskesmas 

dengan Jenis Tenaga 

Kesehatan Sesuai 

Standar; 

Persentase Puskesmas 

dengan Jenis Tenaga 

Kesehatan Sesuai 

Standar; 

Statistik Indikator 10410149 Dinas Kesehatan Terbuka

Persentase Puskesmas teregistrasi dan laik 

operasional yang memenuhi standar minimal jenis dan 

jumlah SDMK berdasarkan lingkup pelayanan 

fasyankes (rawat inap dan non-rawat inap) dan 

klasifikasi wilayah (perkotaan dan non-perkotaan) untuk 

RPJMN 2025-2029.  Kriteria Puskesmas dengan SDMK 

memenuhi standar: 1.        Puskesmas Non-Rawat 

Inap: minimal terdapat masing-masing 1 dokter yang 

memiliki kompetensi di bidang kedokteran keluarga 

layanan primer /dokter, dokter gigi/terapis gigi dan 

persen

Wilayah 

Administrasi: 

Nasional, 

Provinsi

Tahunan
RAD.04.0

1.04

Ms Keg/Ms 

Var/Ms 

Indikator

https://opendata.

muaraenimkab.go

.id/

https://satudata.m

uaraenimkab.go.i

d/

belum pengajuan

42
IDDD-16.03-DINKES-2025-

032
04.01.073

RPJPN 2025-

2045; RPJMN 

2025-2029; 

RPJMD 

KABUPATEN 

MUARA ENIM 

TAHUN 2025-

2053

IDDD-16.03-DINKES-

2025-032

Persentase Balita yang 

Dipantau Pertumbuhan 

dan Perkembangannya; 

Persentase Balita yang 

Dipantau Pertumbuhan 

dan Perkembangannya; 

Statistik Indikator 10410093 Dinas Kesehatan Terbuka

Bagian dari seluruh balita (anak berusia 0—59 bulan) 

yang ditimbang sedikitnya 8 kali dalam satu tahun, 

diukur panjang badan atau tinggi badannya sedikitnya 2 

kali dalam satu tahun, dan dipantau perkembangannya 

(motorik kasar, motorik halus, bicara-bahasa, 

sosialisasi kemandirian) sedikitnya 2 kali dalam satu 

tahun.

persen

Wilayah 

Administrasi: 

Nasional, 

Provinsi, 

Kabupaten/Kot

a

Tahunan
RAD.04.0

1.01

Ms Keg/Ms 

Var/Ms 

Indikator

https://opendata.

muaraenimkab.go

.id/

https://satudata.m

uaraenimkab.go.i

d/

belum pengajuan

43
IDDD-16.03-DINKES-2025-

033
04.01.074

RPJPN 2025-

2045; RPJMN 

2025-2029; 

RPJMD 

KABUPATEN 

MUARA ENIM 

TAHUN 2025-

2054

IDDD-16.03-DINKES-

2025-033

Persentase Bayi Baru 

Lahir yang Mendapatkan 

Pelayanan Neonatal; 

Persentase Bayi Baru 

Lahir yang 

Mendapatkan 

Pelayanan Neonatal; 

Statistik Indikator 10410095 Dinas Kesehatan Terbuka

Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan 

pelayanan neonatal sesuai standar sebanyak 3 kali 

dengan ketentuan minimal 1x pada 6-48 jam, 1x pada 

hari ke 3-7 dan 1 x pada hari ke 8-28 setelah dilahirkan 

pada wilayah dan kurun waktu yang tertentu. Standar 

kunjungan neonatal meliputi: ● Pemeriksaan neonatus 

menggunakan Manajemen Terpadu Bayi Muda 

(MTBM) ● Perawatan metode Kangguru (PMK) untuk 

bayi BBLR

persen

Wilayah 

Administrasi: 

Nasional, 

Provinsi, 

Kabupaten/Kot

a

Tahunan
RAD.04.0

1.01

Ms Keg/Ms 

Var/Ms 

Indikator

https://opendata.

muaraenimkab.go

.id/

https://satudata.m

uaraenimkab.go.i

d/

belum pengajuan

44
IDDD-16.03-DINKES-2025-

034
09.01.017 SDGS

IDDD-16.03-DINKES-

2025-034

Persentase Anak Berumur 

0—17 Tahun yang 

Memiliki Akta Kelahiran; 

Persentase Anak 

Berumur 0—17 Tahun 

yang Memiliki Akta 

Kelahiran; 

Statistik Indikator 25010031 Dinas Kesehatan Terbuka

Kondef: Jumlah anak umur 0?17 tahun yang memiliki 

akta kelahiran, baik pada saat survei bisa menunjukkan 

akta kelahiran maupun tidak dapat menunjukkannya 

dibagi dengan jumlah anak umur 0?17 tahun dikalikan 

100?%

persen

Wilayah 

Administrasi: 

Nasional, 

Provinsi, 

Kabupaten/Kot

a; Klasifikasi 

Wilayah: 

Perdesaan, 

Perkotaan; 

Tahunan
RAD.04.0

1

Ms Keg/Ms 

Var/Ms 

Indikator

https://opendata.

muaraenimkab.go

.id/

https://satudata.m

uaraenimkab.go.i

d/

belum pengajuan

45
IDDD-16.03-DINKES-2025-

041
04.01.180

RPJPN 2025-

2045; RPJMN 

2025-2029; 

RPJMD 

KABUPATEN 

MUARA ENIM 

TAHUN 2025-

2058

IDDD-16.03-DINKES-

2025-041

Prevalensi Tengkes/ 

Stunting pada Balita; 

Prevalensi Tengkes/ 

Stunting pada Balita; 
Statistik Indikator 10410162 Dinas Kesehatan Terbuka

Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang 

gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan 

menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan 

menggunakan standar WHO tahun 2005. Data tinggi 

badan pada menjadi analisis untuk status gizi dan 

tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam 

nilai terstandar (Z-score) menggunakan baku 

antropometri anak balita WHO 2005. Klasifikasi 

berdasarkan indikator TB/U adalah sebagai berikut 

persen

Wilayah 

Administrasi: 

Nasional, 

Provinsi, 

Kabupaten/Kot

a; Klasifikasi 

Wilayah: 

Perdesaan, 

Perkotaan; 

Tahunan
RAD.10.0

4

Ms Keg/Ms 

Var/Ms 

Indikator

https://opendata.

muaraenimkab.go

.id/

https://satudata.m

uaraenimkab.go.i

d/

belum pengajuan

Dinas Kesehatan

https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/


46
IDDD-16.03-DINKES-2025-

042
04.01.181

RPJPN 2025-

2045; RPJMN 

2025-2029; 

RPJMD 

KABUPATEN 

MUARA ENIM 

TAHUN 2025-

2059

IDDD-16.03-DINKES-

2025-042

Prevalensi Wasting pada 

Balita; 

Prevalensi Wasting 

pada Balita; 
Statistik Indikator 10410164 Dinas Kesehatan Terbuka

Wasting (kurus) adalah kondisi kurang gizi akut yang 

diukur berdasarkan indeks berat badan menurut tinggi 

badan (BB/TB) dibandingkan dengan menggunakan 

standar WHO 2005 digunakan pada balita. Berikut 

adalah standart dari WHO dan Keputusan Menteri 

Kesehatan RI Nomor: 

1995/MENKES/SK/XII/2010:■Sangat Kurus : Zscore -

3,0■Kurus : Zscore ≥- 3,0 s/d Zscore -2,0

persen

Wilayah 

Administrasi: 

Nasional, 

Provinsi, 

Kabupaten/Kot

a; Klasifikasi 

Wilayah: 

Perdesaan, 

Perkotaan; 

Tahunan
RAD.04.0

1.01 

Ms Keg/Ms 

Var/Ms 

Indikator

https://opendata.

muaraenimkab.go

.id/

https://satudata.m

uaraenimkab.go.i

d/

belum pengajuan

47
IDDD-16.03-Dinkes-2025-

058
04.01.0079

RPJPN 2025-

2045; RPJMN 

2025-2029; 

RPJMD 

KABUPATEN 

MUARA ENIM 

TAHUN 2025-

2069

IDDD-16.03-Dinkes-

2025-058
Cakupan imunisasi HPV; 

Cakupan imunisasi 

HPV; 
Statistik Prioritas 10310063 Dinas Kesehatan Terbuka

Total jumlah anak perempuan yang terdaftar di kelas 5 

SD atau tingkat pendidikan sederajat dalam periode 

yang sama

Orang

Wilayah 

Administrasi: 

Nasional, 

Provinsi

Tahunan
RAD.04.0

1

Ms Keg/Ms 

Var/Ms 

Indikator

https://opendata.

muaraenimkab.go

.id/

https://satudata.m

uaraenimkab.go.i

d/

belum pengajuan

48
IDDD-16.03-DINKES-2025-

064
04.01.001

RPJPN 2025-

2045; RPJMN 

2025-2029; 

RPJMD 

KABUPATEN 

MUARA ENIM 

TAHUN 2025-

2073

IDDD-16.03-DINKES-

2025-064

Angka Keberhasilan 

Pengobatan Tuberkulosis; 

Angka Keberhasilan 

Pengobatan 

Tuberkulosis; 

Statistik Prioritas 10410001 Dinas Kesehatan Terbuka

Angka yang menggambarkan bagian dari seluruh kasus 

tuberkulosis yang ditemukan dan diobati, yang 

mendapat pengobatan lengkap dan sembuh.

persen

Wilayah 

Administrasi: 

Nasional, 

Provinsi, 

Kabupaten/Kot

a

Tahunan
RAD.04.0

1.05

Ms Keg/Ms 

Var/Ms 

Indikator

https://opendata.

muaraenimkab.go

.id/

https://satudata.m

uaraenimkab.go.i

d/

belum pengajuan

49
IDDD-16.03-DINKES-2025-

065
04.01.006

RPJPN 2025-

2045; RPJMN 

2025-2029; 

RPJMD 

KABUPATEN 

MUARA ENIM 

TAHUN 2025-

2074

IDDD-16.03-DINKES-

2025-065

Angka Kematian Bayi 

(AKB)/Infant Mortality 

Rate (IMR); 

Angka Kematian Bayi 

(AKB)/Infant Mortality 

Rate (IMR); 

Statistik Indikator 10410008 Dinas Kesehatan Terbuka

Angkatan Kematian Bayi (AKB) adalah banyaknya bayi 

yang meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun pada 

waktu tertentu per 1.000 kelahiran hidup pada periode 

waktu yang sama.  Nilai normatif AKB adalah sebagai 

berikut: • 70 sangat tinggi, • 40-70 tinggi, • 20-39 

sedang, • dan 

kematian 

per seribu 

kelahiran 

hidup

Wilayah 

Administrasi: 

Nasional, 

Regional/Pula

u, Provinsi; 

Klasifikasi 

Wilayah: 

Perdesaan, 

Perkotaan; 

Tahunan
RAD.04.0

1.05

Ms Keg/Ms 

Var/Ms 

Indikator

https://opendata.

muaraenimkab.go

.id/

https://satudata.m

uaraenimkab.go.i

d/

belum pengajuan

50
IDDD-16.03-Dinkes-2025-

083
04.01.0130

RPJPN 2025-

2045; RPJMN 

2025-2029; 

RPJMD 

KABUPATEN 

MUARA ENIM 

TAHUN 2025-

2086

IDDD-16.03-Dinkes-

2025-083

Prevalensi Tengkes/ 

Stunting pada Balita; 

Prevalensi Tengkes/ 

Stunting pada Balita; 
Statistik Variabel Dinas Kesehatan Terbuka

Total keseluruhan anak berusia di bawah lima tahun 

yang diukur tinggi badannya dalam survei atau sensus
Orang

Provinsi, 

Kabupaten/Kot

a

Tahunan

Ms Keg/Ms 

Var/Ms 

Indikator

https://opendata.

muaraenimkab.go

.id/

https://satudata.m

uaraenimkab.go.i

d/

belum pengajuan

51

52
IDDD-16.03-DLH-

SAMPAH-2025-024
31010102

RPJPN 2025-

2045; RPJMN 

2025-2029; 

RPJMD 

KABUPATEN 

MUARA ENIM 

TAHUN 2025-

2047

IDDD-16.03-DLH-

SAMPAH-2025-024-

01

Persentase Sampah yang 

Terkelola; 

Persentase Sampah 

yang Terkelola; 
Statistik Indikator 31010102

Dinas 

Lingkungan 

Hidup

Terbuka

sampah yang diproses sesuai dengan prinsip-prinsip 

pengurangan, penanganan, dan keberlanjutan, 

sehingga tidak mencemari lingkungan dan memberi 

manfaat bagi masyarakat serta ekonomi baik melalui 

pengurangan sampah (Upaya untuk mencegah atau 

mengurangi timbulan sampah, baik dari sumber rumah 

tangga, komersial, maupun industri) maupun 

penanganan sampah (pengumpulan, pemindahan, 

pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir 

persen

Wilayah 

Administrasi: 

Nasional, 

Provinsi

Tahunan
RAD.07.0

5.04

Ms Keg/Ms 

Var/Ms 

Indikator

https://opendata.

muaraenimkab.go

.id/

https://satudata.m

uaraenimkab.go.i

d/

belum pengajuan

53 IDDD-16.03DLH-2025-052 07.05.067

RPJPN 2025-

2045; RPJMN 

2025-2029; 

RPJMD 

KABUPATEN 

MUARA ENIM 

TAHUN 2025-

2063

IDDD-16.03DLH-2025-

052

Persentase Limbah Bahan 

Berbahaya dan Beracun 

(B3) yang 

Ditangani/Diolah; 

Persentase Limbah 

Bahan Berbahaya dan 

Beracun (B3) yang 

Ditangani/Diolah; 

Statistik Indikator 31010097

Dinas 

Lingkungan 

Hidup

Terbuka

Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah zat, energi 

dan/atau komponen lain karena sifat, konsentrasi, 

dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun 

tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak 

lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan 

hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia 

dan mahluk lain Limbah B3 adalah sisa suatu usaha 

dan/atau kegiatan yang mengandung B3.

persen

Wilayah 

Administrasi: 

Nasional, 

Provinsi, 

Kabupaten/Kot

a; Jenis 

Industri

Tahunan
RAD.07.0

5.05

Ms Keg/Ms 

Var/Ms 

Indikator

https://opendata.

muaraenimkab.go

.id/

https://satudata.m

uaraenimkab.go.i

d/

belum pengajuan

54
IDDD-16.03-DLH-2025-

053
07.05.068

RPJPN 2025-

2045; RPJMN 

2025-2029; 

RPJMD 

KABUPATEN 

MUARA ENIM 

TAHUN 2025-

2064

IDDD-16.03-DLH-2025-

053

Persentase Limbah Cair 

yang Diolah Secara 

Aman; 

Persentase Limbah Cair 

yang Diolah Secara 

Aman; 

Statistik Indikator 31010098

Dinas 

Lingkungan 

Hidup

Terbuka

Persentase limbah cair industri yang diolah secara 

aman adalah perbandingan air limbah yang dihasilkan 

industri yang dikelola secara aman berdasarkan 

tingkatan pengelolaan dibandingkan dengan jumlah air 

limbah yang dihasilkan oleh industri. Indikator ini 

mengukur volume limbah cair industri yang dihasilkan 

yang diolah dengan aman sebelum dibuang ke 

lingkungan. Limbah cair yang dimaksud adalah air 

limbah yang dibuang setelah digunakan dalam proses 

meter 

kubik per 

hari

Wilayah 

Administrasi: 

Nasional, 

Provinsi, 

Kabupaten/Kot

a; Jenis 

Industri

Tahunan
RAD.07.0

5.05

Ms Keg/Ms 

Var/Ms 

Indikator

https://opendata.

muaraenimkab.go

.id/

https://satudata.m

uaraenimkab.go.i

d/

belum pengajuan

55
IDDD-16.03-DLH-2025-

069
07.05.010

RPJPN 2025-

2045; RPJMN 

2025-2029; 

RPJMD 

KABUPATEN 

MUARA ENIM 

TAHUN 2025-

2076

IDDD-16.03-DLH-2025-

069

Indeks Kualitas 

Lingkungan Hidup (IKLH); 

Indeks Kualitas 

Lingkungan Hidup 

(IKLH); 

Statistik Prioritas

Dinas 

Lingkungan 

Hidup

Terbuka

Nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup 

dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang 

merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air 

(IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas 

Tutupan Lahan (IKTL), Indeks Kualitas Ekosistem 

Gambut (IKEG), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL).

nilai 

indeks 

tanpa 

satuan

Wilayah 

Administrasi: 

Provinsi, 

Kabupaten/Kot

a, Ibu Kota 

Nusantara

Tahunan
RAD.07.0

5

Ms Keg/Ms 

Var/Ms 

Indikator

https://opendata.

muaraenimkab.go

.id/

https://satudata.m

uaraenimkab.go.i

d/

selesai pengajuan

https://drive.goo

gle.com/file/d/1q

LXCH_BJmVYm

8s61nYKcBCZvI

HKfK9yl/view?us

p=drive_link

Dinas Lingkungan Hidup

https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/


56
IDDD-16.03-DLH-2025-

082
07.05.0046

RPJPN 2025-

2045; RPJMN 

2025-2029; 

RPJMD 

KABUPATEN 

MUARA ENIM 

TAHUN 2025-

2085

IDDD-16.03-DLH-2025-

082

Indeks Kinerja 

Pengelolaan Sampah 

(IKPS); 

Indeks Kinerja 

Pengelolaan Sampah 

(IKPS); 

Statistik Variabel

Dinas 

Lingkungan 

Hidup

Terbuka

Ketersediaan dan kompetensi tenaga kerja yang 

terlibat dalam pengelolaan sampah, termasuk pelatihan 

dan sertifikasi petugas

jumlah 

personel 

dan 

tingkat 

kompeten

si atau 

sertifikasi

Wilayah 

Administrasi 

Nasional

Tahunan

Ms Keg/Ms 

Var/Ms 

Indikator

https://opendata.

muaraenimkab.go

.id/

https://satudata.m

uaraenimkab.go.i

d/

belum pengajuan

57

58
IDDD-16.03-PAREGRAF-

2025-037
02.11.007

RPJPN 2025-

2045; RPJMN 

2025-2029; 

RPJMD 

KABUPATEN 

MUARA ENIM 

TAHUN 2025-

2054

IDDD-16.03-

PAREGRAF-2025-037

Jumlah Pekerja Sektor 

Pariwisata; 

Jumlah Pekerja Sektor 

Pariwisata; 
Statistik Indikator 24510021

Dinas Pariwisata 

dan Ekonomi 

Kreatif

Terbuka Banyaknya orang yang bekerja di sektor pariwisata. Orang

Wilayah 

Administrasi: 

Nasional, 

Provinsi;

Tahunan
RAD.02.1

1.01

Ms Keg/Ms 

Var/Ms 

Indikator

https://opendata.

muaraenimkab.go

.id/

https://satudata.m

uaraenimkab.go.i

d/

belum pengajuan

59

60
IDDD-16.03-BAPPEDA-

2025-044
07.05.087 SDGS

IDDD-16.03-

BAPPEDA-2025-044

Rasio Potensi Penurunan 

Intensitas Emisi Gas 

Rumah Kaca (GRK); 

Rasio Potensi 

Penurunan Intensitas 

Emisi Gas Rumah Kaca 

(GRK); 

Statistik Indikator 31010108 BAPPEDA Terbuka

Gas  Rumah Kaca (GRK) adalah  gas  yang  

terkandung  dalam atmosfer,  baik alami maupun 

antropogenik,  yang  menyerap  dan memancarkan 

kembali radiasi inframerah.  Penurunan emisi GRK 

dihasilkan dari pelaksanaan berbagai  kegiatan  yang  

secara  langsung  dan tidak langsung  menurunkan  

emisi gas  rumah kaca sesuai  dengan  target 

pembangunan nasional maupun pembangunan daerah.  

Persentase  penurunan emisi GRK tahunan  adalah  

persen

Wilayah 

Administrasi: 

Nasional, 

Provinsi

Tahunan
RAD.10.0

4 

Ms Keg/Ms 

Var/Ms 

Indikator

https://opendata.

muaraenimkab.go

.id/

https://satudata.m

uaraenimkab.go.i

d/

belum pengajuan

61
IDDD-16.03-BAPPEDA-

2025-0100

RPJMD 

KABUPATEN 

MUARA ENIM 

TAHUN 2025-

2054

IDDD-16.03-

BAPPEDA-2025-0100

Kompilasi Data 

Penyusunan Indeks 

Kota Toleran di 

Kabupaten Muara Enim

Kompilasi Data 

Penyusunan Indeks 

Kota Toleran di 

Kabupaten Muara 

Enim

Statistik Indikator BAPPEDA Terbuka

Konsep Toleransi Pada Beberapa Variabel Sistemik Di 

Kabupaten/kota Yang Mempengaruhi Perilaku Sosial 

Antar Identitas Dan Entitas Warga, Yaitu Meliputi 

Kebijakan-kebijakan Pemerintah, Tindakan-tindakan 

Aparatur Pemerintah, Perilaku Antar Entitas Di Kota 

Termasuk Warga Dengan Warga, Pemerintah Dengan 

Warga, Dan Relasi-relasi Dalam Heterogenitas 

Demografis Warga Kota Dengan Demikian, Yang 

Dimaksud Dengan Kota Toleran Dalam Studi Indexing 

Ini Didefinisikan Sebagai Kota Yang Memiliki Beberapa 

Atribut Sebagai Berikut : Pemerintah Kota Tersebut 

Memiliki Regulasi Yang Kondusif Bagi Praktik Dan 

Promosi Toleransi, Baik Dalam Bentuk Perencanaan 

Maupun Pelaksanaan. Pernyataan Dan Tindakan 

Aparatur Pemerintah Kota Tersebut Kondusif Bagi 

Praktik Dan Promosi Toleransi. Tingkat Peristiwa Dan 

Tindakan Pelanggaran Kebebasan 

Beragama/berkeyakinan Rendah Atau Tidak Ada Sama 

Indeks

Wilayah 

Administrasi: 

Provinsi, 

Kabupaten/Kot

a, Ibu Kota 

Nusantara

Tahunan
RAD.09.0

5

Ms Keg/Ms 

Var/Ms 

Indikator

https://opendata.

muaraenimkab.go

.id/

https://satudata.m

uaraenimkab.go.i

d/

selesai pengajuan

https://drive.goo

gle.com/file/d/1q

LXCH_BJmVYm

8s61nYKcBCZvI

HKfK9yl/view?us

p=drive_link

62
IDDD-16.03-bappeda-2025-

081
10.03.0016

RPJPN 2025-

2045; RPJMN 

2025-2029; 

RPJMD 

KABUPATEN 

MUARA ENIM 

TAHUN 2025-

2084

IDDD-16.03-bappeda-

2025-081

Persentase Simpul 

Jaringan Informasi 

Geospasial dengan 

Kinerja Unggul; 

Persentase Simpul 

Jaringan Informasi 

Geospasial dengan 

Kinerja Unggul; 

Statistik Variabel Bappeda Terbuka

Jumlah Simpul Jaringan IG yang memenuhi kriteria 

kinerja unggul berdasarkan domain yang dinilai yang 

meliputi kebijakan, kelembagaan, teknologi, standar 

dan SDM IG

unit 

(jumlah 

simpul)

Nasional Tahunan

Ms Keg/Ms 

Var/Ms 

Indikator

https://opendata.

muaraenimkab.go

.id/

https://satudata.m

uaraenimkab.go.i

d/

belum pengajuan

63

64
IDDD-16.03-

KESBANGPOL-2025-0101

RPJMD 

KABUPATEN 

MUARA ENIM 

TAHUN 2025-

2075

IDDD-16.03-

KESBANGPOL-2025-

KOMPILASI DATA 

PELAPORAN 

ORGANISASI 

KEMASYARAKATAN 

KABUPATEN MUARA 

ENIM Tahun 2025

KOMPILASI DATA 

PELAPORAN 

ORGANISASI 

KEMASYARAKATAN 

KABUPATEN MUARA 

ENIM Tahun 2026

Statistik Indikator Kesbangpol Kesbangpol 

Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan Harus 

Memberikan Manfaat Bagi Masyarakat, Bangsa Dan 

Negara Dan Ikut Berpartisipasi Dalam Pembangunan 

Demi Tercapainya Tujuan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia Yang Berdasarkan Pancasila Dan Undang-

undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Perkembangan Ormas Yang Semakin Dinamis Dari 

Waktu Ke Waktu , Karena Negara Menjamin 

Kebebasan Warga Negara Untuk Berserikat Dan 

Berkumpul. Legalitas Sangatlah Diperlukan Untuk 

Keberlangsungan Keberadaan Ormas Di Lingkungan 

Kabupaten Muara Enim. Dalam Rangka Pembinaan 

Dan Pengawasan Terhadap Ormas Diperlukan Data 

Ormas Yang Berdomisili Di Kabupaten Muara Enim 

Sehubungan Dengan Hal Tersebut Badan Kesatauan 

Bangsa Dan Politik Menerima Laporan Keberadaan 

Ormas Di Wilayah Kabupaten Muara Enim

Nasional Tahunan

Ms Keg/Ms 

Var/Ms 

Indikator

https://opendata.

muaraenimkab.go

.id/

https://satudata.m

uaraenimkab.go.i

d/

selesai pengajuan

https://drive.goo

gle.com/file/d/1q

LXCH_BJmVYm

8s61nYKcBCZvI

HKfK9yl/view?us

p=drive_link

Dinas Pariwisata dan Ekonomi kreatif

BAPPEDA

KESBANGPOL

https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/


65
IDDD-16.03-

KESBANGPOL-2025-068
09.07.001

RPJPN 2025-

2045; RPJMN 

2025-2029; 

RPJMD 

KABUPATEN 

MUARA ENIM 

TAHUN 2025-

2075

IDDD-16.03-

KESBANGPOL-2025-

068

Indeks Demokrasi 

Indonesia (IDI); 

Indeks Demokrasi 

Indonesia (IDI); 
Statistik Indikator 11010012 Kesbangpol Kesbangpol 

(Kementerian/Lembaga), dan; IDI tingkat nasional 

(merupakan agregasi dari nilai IDI provinsi dan pusat). ; 

IDI metode baru terdiri atas 3 aspek dan 22 indikator, 

yaitu:; Aspek Kebebasan (7 indikator);; Aspek 

Kesetaraan (7 indikator);; Aspek Kapasitas Lembaga 

Demokrasi (8 indikator).;  Indeks Demokrasi Indonesia 

(IDI) merupakan ukuran untuk mengukur kualitas 

demokrasi Indonesia setiap tahun. Ada 3 angka IDI, 

yaitu IDI tingkat nasional, IDI tingkat pusat, dan IDI 

tingkat provinsi.;Indikator ini digunakan untuk melihat 

skor IDI berdasarkan komponen aspek kapasitas 

lembaga demokrasi yang terdiri atas sejumlah indikator 

yaitu (1) kinerja Lembaga Legislatif, (2) kinerja 

Lembaga Yudikatif, (3) netralitas penyelenggara 

pemilu, (4) putusan Pengadilan Tata Usaha Negara 

(PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah, (5) 

jaminan pemerintah/pemerintah daerah terhadap 

pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat, (6) 

transparansi anggaran dalam bentuk penyediaan 

informasi APBN/D oleh pemerintah, (7) kinerja birokrasi 

dalam pelayanan publik, dan (8) pendidikan politik 

pada kader partai politik.;Indikator ini digunakan untuk 

melihat skor IDI berdasarkan komponen aspek 

kebebasan yang terdiri atas sejumlah indikator yaitu (1) 

terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, 

berekspresi, dan berpendapat oleh aparat negara; (2) 

terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, 

berekspresi, dan berpendapat antar masyarakat; (3) 

terjaminnya kebebasan berkeyakinan; (4) terjaminnya 

kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, 

berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap 

kebijakan; (5) terjaminnya hak memilih dan dipilih 

nilai

Wilayah 

Administrasi: 

Nasional, 

Provinsi

Tahunan
RAD.09.0

7.11

Ms Keg/Ms 

Var/Ms 

Indikator

https://opendata.

muaraenimkab.go

.id/

https://satudata.m

uaraenimkab.go.i

d/

belum pengajuan

66

67
IDDD-16.03-pertanian-

2025-055
02.05.004

RPJPN 2025-

2045; RPJMN 

2025-2029; 

RPJMD 

KABUPATEN 

MUARA ENIM 

TAHUN 2025-

2066

IDDD-16.03-pertanian-

2025-055

Jumlah Produksi Telur 

Unggas; 

Jumlah Produksi Telur 

Unggas; 
Statistik Indikator 24110113 Dinas Pertanian Terbuka

Banyaknya telur yang dihasilkan oleh unggas, termasuk 

yang ditetaskan, rusak, diperdagangkan, dikonsumsi, 

dan diberikan kepada orang lain.

Ton

Wilayah 

Administrasi: 

Nasional, 

Provinsi

Tahunan
RAD.02.0

3.19

Ms Keg/Ms 

Var/Ms 

Indikator

https://opendata.

muaraenimkab.go

.id/

https://satudata.m

uaraenimkab.go.i

d/

belum pengajuan

68
IDDD-16.03-pertanian-

2025-056
02.05.003

RPJPN 2025-

2045; RPJMN 

2025-2029; 

RPJMD 

KABUPATEN 

MUARA ENIM 

TAHUN 2025-

2067

IDDD-16.03-pertanian-

2025-056
Jumlah Produksi Susu; Jumlah Produksi Susu; Statistik Indikator 24110110 Dinas Pertanian Terbuka

Banyaknya susu yang diproduksi oleh ternak, termasuk 

yang diberikan kepada anak ternak, rusak, 

diperdagangkan, dikonsumsi, dan diberikan kepada 

orang lain.

Ton

Wilayah 

Administrasi: 

Nasional, 

Provinsi

Tahunan
RAD.02.0

3.19

Ms Keg/Ms 

Var/Ms 

Indikator

https://opendata.

muaraenimkab.go

.id/

https://satudata.m

uaraenimkab.go.i

d/

belum pengajuan

69
IDDD-16.03-pertanian-

2025-057
02.05.002

RPJPN 2025-

2045; RPJMN 

2025-2029; 

RPJMD 

KABUPATEN 

MUARA ENIM 

TAHUN 2025-

2068

IDDD-16.03-pertanian-

2025-057
Jumlah Produksi Daging; 

Jumlah Produksi 

Daging; 
Statistik Indikator 24110101 Dinas Pertanian Terbuka

Banyaknya daging hasil pemotongan ternak di suatu 

wilayah, termasuk bagian yang dapat dimakan (edible 

portion), misalnya jeroan dan daging variasi, selama 

waktu tertentu.

Ton

Wilayah 

Administrasi: 

Nasional, 

Provinsi

Tahunan
RAD.02.0

3.19

Ms Keg/Ms 

Var/Ms 

Indikator

https://opendata.

muaraenimkab.go

.id/

https://satudata.m

uaraenimkab.go.i

d/

belum pengajuan

70

71

IDDD-16.03-

DISNAKERTRANS-DK-

2025-086

RPJMD 

KABUPATEN 

MUARA ENIM 

TAHUN 2025-

2036

IDDD-16.03-

DISNAKERTRANS-

2025-086

Kompilasi Data 

Ketenagakerjaan 

Kabupaten Muara Enim 

Tahun 2025

Kompilasi Data 

Ketenagakerjaan 

Kabupaten Muara Enim 

Tahun 2026

Statistik Indikator

Dinas 

Ketenagakerjaan 

dan Transmigrasi

Terbuka

Penyusunan Database Ketenagakerjaan Bertujuan 

Guna Menyajikan Data Ketenagakerjaan Kabupaten 

Muara Enim Tahun 2025 Yang Berdasarkan Hasil Data 

Sakernas Bulan Agustus 2024 Serta Data Pendukung 

Lainnya. Di Antaranya Potensi Sdm, Sda Dan 

Pembangunan Ekonomi, Bidang Kependudukan, 

Bidang Ketenagakerjaan, Bidang Penempatan Kerja, 

Data-data Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja 

Dan Jaminan Sosial, Serta Bidang Penyelenggaraan 

Transmigrasi.

persen

Wilayah 

Administrasi: 

Nasional, 

Provinsi

Tahunan
RAD.06.0

2

Ms Keg/Ms 

Var/Ms 

Indikator

https://opendata.

muaraenimkab.go

.id/

https://satudata.m

uaraenimkab.go.i

d/

selesai pengajuan

https://drive.goo

gle.com/file/d/1q

LXCH_BJmVYm

8s61nYKcBCZvI

HKfK9yl/view?us

p=drive_link

DINAS PERTANIAN

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/


72

IDDD-16.03-

DISNAKERTRANS-TPT-

2025-009

06.02.061

RPJPN 2025-

2045; RPJMN 

2025-2029; 

RPJMD 

KABUPATEN 

MUARA ENIM 

TAHUN 2025-

2036

IDDD-16.03-PUPR-

TPT-2025-009-01

Tingkat Pengangguran 

Terbuka

Tingkat Pengangguran 

Terbuka
Statistik Indikator 10210083

Dinas 

Ketenagakerjaan 

dan Transmigrasi

Terbuka
bagian dari penduduk dalam angkatan kerja yang tidak 

terserap ke pasar kerja
persen

jenis kelamin

umur/usia

status 

disabilitas

wilayah

tingkat 

pendidikan

klasifikasi 

wilayah

Tahunan
RAD.06.0

2.02

Ms Keg/Ms 

Var/Ms 

Indikator

https://opendata.

muaraenimkab.go

.id/

https://satudata.m

uaraenimkab.go.i

d/

belum pengajuan

73

74

IDDD-16.03-

DISNAKERTRANS-

SANITASI-2025-010

04.01.049

RPJPN 2025-

2045; RPJMN 

2025-2029; 

RPJMD 

KABUPATEN 

MUARA ENIM 

TAHUN 2025-

2037

IDDD-16.03-

DISNAKERTRANS-

SANITASI-2025-010-

02

Rumah Tangga dengan 

Akses Sanitasi Layak

Rumah Tangga dengan 

Akses Sanitasi Layak
Statistik Indikator 10710032

Dinas Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan Ruang

Terbuka

bagian dari populasi rumah tangga yang bisa 

mendapatkan fasilitas sanitasi dasar yang layak (yang 

tidak digunakan bersama dengan rumah tangga lain)

persen

jenis kelamin

wilayah

klasifikasi 

wilayah

Tahunan
RAD.03.0

1.01

Ms Keg/Ms 

Var/Ms 

Indikator

https://opendata.

muaraenimkab.go

.id/

https://satudata.m

uaraenimkab.go.i

d/

belum pengajuan

75

76
IDDD-16.03-BPS-

Penggagguran-2025-027
06.02.064 SDGS

IDDD-16.03-BPS-

Pengangguran-2025-

027-01

Tingkat Setengah 

Penganggur; 

Tingkat Setengah 

Penganggur; 
Statistik Indikator 10210084

Badan Pusat 

Statistik
Terbuka

Pekerja setengah pengangguran adalah mereka yang 

bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam 

seminggu) dan masih mencari pekerjaan atau masih 

bersedia menerima pekerjaan (dahulu disebut setengah 

pengangguran terpaksa).

Orang

Wilayah 

Administrasi: 

Nasional, 

Provinsi

Tahunan
RAD.06.0

2.02

Ms Keg/Ms 

Var/Ms 

Indikator

https://opendata.

muaraenimkab.go

.id/

https://satudata.m

uaraenimkab.go.i

d/

belum pengajuan

77
IDDD-16.03-BPS-

kewiraiusahaan-2025-028
06.02.0057

RPJPN 2025-

2045; RPJMN 

2025-2029; 

RPJMD 

KABUPATEN 

MUARA ENIM 

TAHUN 2025-

2051

IDDD-16.03-BPS-

Kewirausahaan-2025-

028-01

Rasio Kewirausahaan; Rasio Kewirausahaan; Statistik Indikator 10210015
Badan Pusat 

Statistik
Terbuka

Penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja 

atau punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, 

serta pengangguran.

Orang Nasional Tahunan
RAD.06.0

2.02

Ms Keg/Ms 

Var/Ms 

Indikator

https://opendata.

muaraenimkab.go

.id/

https://satudata.m

uaraenimkab.go.i

d/

belum pengajuan

78
IDDD-16.03-BPS-

Pengangguran-2025-029
06.02.061

RPJPN 2025-

2045; RPJMN 

2025-2029; 

RPJMD 

KABUPATEN 

MUARA ENIM 

TAHUN 2025-

2052

IDDD-16.03-BPS-

Pengganguran-2025-

029-01

Tingkat Pengangguran 

Terbuka; 

Tingkat Pengangguran 

Terbuka; 
Statistik Indikator 10210083

Badan Pusat 

Statistik
Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase 

jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. 

Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun 

ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun 

sementara tidak bekerja, dan penggangguran. 

Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari 

pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan 

usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak 

mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin 

mendapat pekerjaan, serta (4) kelompok penduduk 

yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan 

persen

Wilayah 

Administrasi: 

Provinsi; 

Klasifikasi 

Wilayah: 

Perdesaan, 

Perkotaan; 

Jenis Kelamin; 

Umur/Usia; 

Tingkat 

Pendidikan

Tahunan
RAD.06.0

2

Ms Keg/Ms 

Var/Ms 

Indikator

https://opendata.

muaraenimkab.go

.id/

https://satudata.m

uaraenimkab.go.i

d/

belum pengajuan

79
IDDD-16.03-BPS-2025-

035
03.07.0030 SDGS

IDDD-16.03-BPS-

2025-035

Rasio laju perluasan lahan 

terbangun terhadap laju 

pertumbuhan penduduk; 

Rasio laju perluasan 

lahan terbangun 

terhadap laju 

pertumbuhan penduduk; 

Statistik Indikator 10110030
Badan Pusat 

Statistik
Terbuka

Angka yang menunjukkan persentase pertambahan 

jumlah penduduk per tahun dalam jangka waktu 

tertentu

persen

Wilayah 

Administrasi: 

Nasional, 

Provinsi, 

Kabupaten/Kot

a

Tahunan
RAD.09.0

3.04

Ms Keg/Ms 

Var/Ms 

Indikator

https://opendata.

muaraenimkab.go

.id/

https://satudata.m

uaraenimkab.go.i

d/

belum pengajuan

80
IDDD-16.03-BPS-2025-

036
09.02.026 SDGS

IDDD-16.03-BPS-

2025-036

Laju Pertumbuhan Produk 

Domestik Bruto (PDB) per 

Kapita; 

Laju Pertumbuhan 

Produk Domestik Bruto 

(PDB) per Kapita; 

Statistik Indikator 22010009
Badan Pusat 

Statistik
Terbuka

PDB per kapita menunjukkan peningkatan sejalan 

dengan perbandingan kenaikan nilai produk domestik 

bruto (PDB) dan jumlah penduduk. PDB per kapita 

diperoleh dengan cara membagi PDB atas harga dasar 

konstan dengan jumlah penduduk pertengahan tahun 

tanpa batas usia.Laju pertumbuhan PDB per kapita 

merupakan pertumbuhan PDB per kapita pada periode 

tertentu.

persen

Wilayah 

Administrasi: 

Nasional, 

Provinsi

Tahunan
RAD.09.0

3.04

Ms Keg/Ms 

Var/Ms 

Indikator

https://opendata.

muaraenimkab.go

.id/

https://satudata.m

uaraenimkab.go.i

d/

belum pengajuan

81
IDDD-16.03-BPS-2025-

038
04.02.065

RPJPN 2025-

2045; RPJMN 

2025-2029; 

RPJMD 

KABUPATEN 

MUARA ENIM 

TAHUN 2025-

2055

IDDD-16.03-BPS-

2025-038
Rasio Gini; Rasio Gini; Statistik Indikator 33110012

Badan Pusat 

Statistik
Terbuka

Indeks Gini atau Rasio Gini merupakan indikator yang 

menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara 

menyeluruh. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 

1.Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan adanya 

pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap 

orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, 

Rasio Gini bernilai1 menunjukkan ketimpangan yang 

sempurna, atau satu orang memiliki segalanya 

sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. 

persen

Wilayah 

Administrasi: 

Wilayah 

Sungai Pusat

Tahunan
RAD.10.0

4

Ms Keg/Ms 

Var/Ms 

Indikator

https://opendata.

muaraenimkab.go

.id/

https://satudata.m

uaraenimkab.go.i

d/

belum pengajuan

BADAN PUSAT STATISTIK

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/


82
IDDD-16.03-BPS-2025-

039
09.02.052

RPJPN 2025-

2045; RPJMN 

2025-2029; 

RPJMD 

KABUPATEN 

MUARA ENIM 

TAHUN 2025-

2056

IDDD-16.03-BPS-

2025-039

Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) 

Atas Dasar Harga Berlaku 

(ADHB); 

Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) 

Atas Dasar Harga 

Berlaku (ADHB); 

Statistik Indikator 32010044
Badan Pusat 

Statistik
Terbuka

Kontribusi PDRB adalah share PDRB wilayah terhadap 

PDB Nasional.
persen

Wilayah 

Administrasi: 

Provinsi, 

Kabupaten/Kot

a

Tahunan
RAD.10.0

4

Ms Keg/Ms 

Var/Ms 

Indikator

https://opendata.

muaraenimkab.go

.id/

https://satudata.m

uaraenimkab.go.i

d/

belum pengajuan

83
IDDD-16.03-BPS-2025-

040
09.02.051

RPJPN 2025-

2045; RPJMN 

2025-2029; 

RPJMD 

KABUPATEN 

MUARA ENIM 

TAHUN 2025-

2057

IDDD-16.03-BPS-

2025-040

Produk Domestik Bruto 

(PDB) per Kapita; 

Produk Domestik Bruto 

(PDB) per Kapita; 
Statistik Indikator 22010016

Badan Pusat 

Statistik
Terbuka

PDB per kapita menunjukkan peningkatan sejalan 

dengan perbandingan kenaikan nilai PDB dan jumlah 

penduduk.

ribu rupiah

Wilayah 

Administrasi: 

Provinsi, 

Kabupaten/Kot

a

Tahunan
RAD.10.0

5

Ms Keg/Ms 

Var/Ms 

Indikator

https://opendata.

muaraenimkab.go

.id/

https://satudata.m

uaraenimkab.go.i

d/

belum pengajuan

84

IDDD-16.03-

PERHUBUNGAN-2025-

045

03.03.038 SDGS

IDDD-16.03-

PERHUBUNGAN-

2025-045

Persentase penduduk 

terlayani transportasi 

umum; 

Persentase penduduk 

terlayani transportasi 

umum; 

Statistik Indikator 24410052
Badan Pusat 

Statistik
Terbuka

Transportasi umum adalah moda angkutan umum 

massal dan moda perkeretaapian perkotaan yang 

berjadwal, berute, aman, dan bertarif jelas.Angkutan 

umum adalah jasa angkutan orang dan/ atau barang 

dengan kendaraan bermotor umum. Sementara, 

kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan 

yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang 

dengan dipungut bayaran (UU 22 Tahun 2009 tentang 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).Perkeretaapian adalah 

persen

Wilayah 

Administrasi: 

Nasional, 

Provinsi; 

Klasifikasi 

Wilayah: 

Perdesaan, 

Perkotaan

Tahunan
RAD.03.0

3.01

Ms Keg/Ms 

Var/Ms 

Indikator

https://opendata.

muaraenimkab.go

.id/

https://satudata.m

uaraenimkab.go.i

d/

belum pengajuan

85
IDDD-16.03-BPS-2025-

046
09.03.063

RPJPN 2025-

2045; RPJMN 

2025-2029; 

RPJMD 

KABUPATEN 

MUARA ENIM 

TAHUN 2025-

2060

IDDD-16.03-BPS-

2025-046

Persentase Penduduk 

yang Menggunakan 

Internet; 

Persentase Penduduk 

yang Menggunakan 

Internet; 

Statistik Indikator 33310016
Badan Pusat 

Statistik
Terbuka

Perbandingan antara orang yang menggunakan 

internet dengan jumlah masyarakat Indonesia
persen

Wilayah 

Administrasi: 

Nasional, 

Provinsi; 

Klasifikasi 

Wilayah: 

Perdesaan, 

Perkotaan

Tahunan
RAD.09.0

4.01

Ms Keg/Ms 

Var/Ms 

Indikator

https://opendata.

muaraenimkab.go

.id/

https://satudata.m

uaraenimkab.go.i

d/

belum pengajuan

86
IDDD-16.03-BPS-2025-

047
09.03.064 SDGS

IDDD-16.03-BPS-

2025-047

Persentase Penduduk 

yang Menguasai Telepon 

Genggam; 

Persentase Penduduk 

yang Menguasai 

Telepon Genggam; 

Statistik Indikator 33310015
Badan Pusat 

Statistik
Terbuka

Perbandingan antara orang yang menggunakan 

internet dengan jumlah masyarakat Indonesia
persen

Wilayah 

Administrasi: 

Nasional, 

Provinsi; 

Klasifikasi 

Wilayah: 

Perdesaan, 

Perkotaan

Tahunan
RAD.09.0

4.01

Ms Keg/Ms 

Var/Ms 

Indikator

https://opendata.

muaraenimkab.go

.id/

https://satudata.m

uaraenimkab.go.i

d/

belum pengajuan

87
IDDD-16.03-BPS-2025-

048
03.03.039 SDGS

IDDD-16.03-BPS-

2025-048

Persentase Penduduk 

yang Mudah Mengakses 

Transportasi Publik; 

Persentase Penduduk 

yang Mudah Mengakses 

Transportasi Publik; 

Statistik Indikator 24410053
Badan Pusat 

Statistik
Terbuka

Transportasi umum adalah moda angkutan umum 

massal dan moda perkeretaapian perkotaan yang 

berjadwal, berute, aman, dan bertarif jelas. Angkutan 

umum adalah jasa angkutan orang dan/atau barang 

dengan kendaraan bermotor umum. Sementara, 

kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan 

yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang 

dengan dipungut bayaran (UU 22 Tahun 2009 tentang 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). Perkeretaapian 

persen

Wilayah 

Administrasi: 

Nasional, 

Provinsi; 

Klasifikasi 

Wilayah: 

Perdesaan, 

Perkotaan

Tahunan
RAD.03.0

3.01

Ms Keg/Ms 

Var/Ms 

Indikator

https://opendata.

muaraenimkab.go

.id/

https://satudata.m

uaraenimkab.go.i

d/

belum pengajuan

88
IDDD-16.03-BPS-2025-

049
04.02.051

RPJPN 2025-

2045; RPJMN 

2025-2029; 

RPJMD 

KABUPATEN 

MUARA ENIM 

TAHUN 2025-

2060

IDDD-16.03-BPS-

2025-049

Persentase Penduduk 

Miskin; 

Persentase Penduduk 

Miskin; 
Statistik Indikator 33110020

Badan Pusat 

Statistik
Terbuka

Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-

rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis 

kemiskinan

persen

Nasional 

(Perkotaan, 

Perdesaan, 

Perkotaan+Per

desaan), 

Provinsi 

(Perkotaan, 

Perdesaan, 

Perkotaan+Per

Tahunan
RAD.03.0

7 

Ms Keg/Ms 

Var/Ms 

Indikator

https://opendata.

muaraenimkab.go

.id/

https://satudata.m

uaraenimkab.go.i

d/

belum pengajuan

89
IDDD-16.03-DISDIK-2025-

051
02.01.034

RPJPN 2025-

2045; RPJMN 

2025-2029; 

RPJMD 

KABUPATEN 

MUARA ENIM 

TAHUN 2025-

2062

IDDD-16.03-DISDIK-

2025-051

Persentase Nilai Tambah 

Sektor Industri Manufaktur 

Terhadap Produk 

Domestik Bruto (PDB); 

Persentase Nilai 

Tambah Sektor Industri 

Manufaktur Terhadap 

Produk Domestik Bruto 

(PDB); 

Statistik Indikator 22010013
Badan Pusat 

Statistik
Terbuka

Industri pengolahan secara luas didefinisikan sebagai 

“transformasi bahan fisik atau kimia menjadi produk 

baru” terlepas dari proses (dengan mesin atau dengan 

tangan), lokasi (pabrik atau rumah), atau metode 

penjualan (grosir atau eceran). Nilai tambah industri 

pengolahan merupakan jumlah nilai barang dan jasa 

akhir (pengurangan output dengan input antara) yang 

dihasilkan pada sektor industri pengolahan. Nilai 

tambah manufaktur di proyeksikan sebagai persentase 

dari produk domestik bruto (PDB) serta per kapita 

persen

Wilayah 

Administrasi: 

Nasional, 

Provinsi

Tahunan
RAD.10.0

4 

Ms Keg/Ms 

Var/Ms 

Indikator

https://opendata.

muaraenimkab.go

.id/

https://satudata.m

uaraenimkab.go.i

d/

belum pengajuan

90 belum pengajuanBNN

https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
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91
IDDD-16.03-BNN-2025-

043
04.01.011

RPJPN 2025-

2045; RPJMN 

2025-2029; 

RPJMD 

KABUPATEN 

MUARA ENIM 

TAHUN 2025-

2060

IDDD-16.03-BNN-

2025-043

Angka Prevalensi 

Penyalahaguna Narkotika; 

Angka Prevalensi 

Penyalahaguna 

Narkotika; 

Statistik Indikator 10810066 BNN Terbuka

Prevalensi penyalahgunaan narkoba merupakan 

jumlah atau persentase penyalahguna narkoba dalam 

populasi tertentu pada waktu tertentu

persen

Wilayah 

Administrasi: 

Nasional; 

Umur/Usia; 

Klasifikasi 

Wilayah: 

Perdesaan, 

Perkotaan;  

Jenis Kelamin; 

Kegiatan 

Tahunan
RAD.04.0

1.07

Ms Keg/Ms 

Var/Ms 

Indikator

https://opendata.

muaraenimkab.go

.id/

https://satudata.m

uaraenimkab.go.i

d/

belum pengajuan

92
IDDD-16.03-Diskominfo-

2025-059
09.03.023 SDGS

IDDD-16.03-

Diskominfo-2025-059

Jumlah Penyelesaian 

Sengketa Informasi Publik 

melalui Mediasi dan/atau 

Ajudikasi Nonlitigasi; 

Jumlah Penyelesaian 

Sengketa Informasi 

Publik melalui Mediasi 

dan/atau Ajudikasi 

Nonlitigasi; 

Statistik Indikator 10810032

Dinas 

Komunikasi 

Informatika 

Statistik dan 

Persandian

Terbuka

Konsep dan Definisi:Sengketa informasi publik adalah 

sengketa yang terjadi antara badan publik dan 

pengguna/pemohon informasi publik yang berkaitan 

dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi 

berdasarkan perundang- undangan. Pengguna 

Informasi Publik adalah orang yang menggunakan 

informasi publik sebagaimana diatur dalam undang-

undang. Informasi publik adalah informasi yang 

dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau 

kasus Jenis Sengketa Tahunan
RAD.09.0

3.03

Ms Keg/Ms 

Var/Ms 

Indikator

https://opendata.

muaraenimkab.go

.id/

https://satudata.m

uaraenimkab.go.i

d/

belum pengajuan

93
IDDD-16.03-BPS-2025-

060
09.03.0030

RPJPN 2025-

2045; RPJMN 

2025-2029; 

RPJMD 

KABUPATEN 

MUARA ENIM 

TAHUN 2025-

2069

IDDD-16.03-BPS-

2025-060

Persentase Penduduk 

yang Menggunakan 

Internet; 

Persentase Penduduk 

yang Menggunakan 

Internet; 

Statistik Indikator 0
Badan Pusat 

Statistik
Terbuka

Jumlah individu yang telah mengakses internet dalam 

periode tertentu
Jiwa

Nasional, 

Provinsi
Tahunan

RAD.09.0

3 

Ms Keg/Ms 

Var/Ms 

Indikator

https://opendata.

muaraenimkab.go

.id/

https://satudata.m

uaraenimkab.go.i

d/

belum pengajuan

94
IDDD-16.03-BPS-2025-

061
06.02.0034

RPJPN 2025-

2045; RPJMN 

2025-2029; 

RPJMD 

KABUPATEN 

MUARA ENIM 

TAHUN 2025-

2070

IDDD-16.03-BPS-

2025-061

Tingkat Pengangguran 

Terbuka; 

Tingkat Pengangguran 

Terbuka; 
Statistik Indikator 10210032

Badan Pusat 

Statistik
Terbuka

Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang sedang 

mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha,
Orang

Nasional, 

Provinsi
Tahunan

RAD.09.0

3 

Ms Keg/Ms 

Var/Ms 

Indikator

https://opendata.

muaraenimkab.go

.id/

https://satudata.m

uaraenimkab.go.i

d/

belum pengajuan

95
IDDD-16.03-SEKDA-2025-

062
05.03.002 SDGS

IDDD-16.03-SEKDA-

2025-062

Jumlah penanganan 

pengaduan pelanggaran 

Hak Asasi Manusia 

(HAM); 

Jumlah penanganan 

pengaduan pelanggaran 

Hak Asasi Manusia 

(HAM); 

Statistik Indikator 10810029
Bagian Hukum 

setda
Terbuka

masyarakat.Pemeriksaan atas pengaduan kepada 

Komnas HAM dihentikan apabila tidak memiliki bukti 

awal yang memadai; materi pengaduan bukan masalah 

pelanggaran hak asasi manusia; pengaduan diajukan 

dengan itikad buruk atau ternyata tidak ada 

kesungguhan dari pengadu; terdapat upaya hukum 

yang lebih efektif bagi penyelesaian materi pengaduan; 

atau sedang berlangsung penyelesaian melalui upaya 

hukum yang tersedia sesuai dengan ketentuan 

dokumen/

keluhan

Wilayah 

Administrasi: 

Nasional, 

Provinsi, 

Kabupaten/Kot

a; Cara 

Penyampaian 

Berkas; 

Klasifikasi/Te

Tahunan
RAD.05.0

3.01

Ms Keg/Ms 

Var/Ms 

Indikator

https://opendata.

muaraenimkab.go

.id/

https://satudata.m

uaraenimkab.go.i

d/

belum pengajuan

96
IDDD-16.03-BPS-2025-

063
06.01.001

RPJPN 2025-

2045; RPJMN 

2025-2029; 

RPJMD 

KABUPATEN 

MUARA ENIM 

TAHUN 2025-

2072

IDDD-16.03-BPS-

2025-063

Angka Anak Tidak 

Sekolah; 

Angka Anak Tidak 

Sekolah; 
Statistik Prioritas 10310002

Badan Pusat 

Statistik
Terbuka

Anak tidak sekolah adalah anak-anak dan remaja usia 

sekolah yaitu 7-12 tahun; usia 13-15 tahun; dan usia 16-

18 tahun yang tidak terdaftar dalam satuan pendidikan.

persen

Wilayah 

Administrasi: 

Nasional, 

Provinsi; 

Klasifikasi 

Wilayah: 

Perdesaan, 

Perkotaan; 

Jenis Kelamin; 

Tahunan
RAD.06.0

1.02

Ms Keg/Ms 

Var/Ms 

Indikator

https://opendata.

muaraenimkab.go

.id/

https://satudata.m

uaraenimkab.go.i

d/

belum pengajuan

97
IDDD-16.03-DINKES-2025-

064
04.01.001

RPJPN 2025-

2045; RPJMN 

2025-2029; 

RPJMD 

KABUPATEN 

MUARA ENIM 

TAHUN 2025-

2073

IDDD-16.03-DINKES-

2025-064

Angka Keberhasilan 

Pengobatan Tuberkulosis; 

Angka Keberhasilan 

Pengobatan 

Tuberkulosis; 

Statistik Prioritas 10410001 Dinas Kesehatan Terbuka

Angka yang menggambarkan bagian dari seluruh kasus 

tuberkulosis yang ditemukan dan diobati, yang 

mendapat pengobatan lengkap dan sembuh.

persen

Wilayah 

Administrasi: 

Nasional, 

Provinsi, 

Kabupaten/Kot

a

Tahunan
RAD.04.0

1.05

Ms Keg/Ms 

Var/Ms 

Indikator

https://opendata.

muaraenimkab.go

.id/

https://satudata.m

uaraenimkab.go.i

d/

belum pengajuan

98
IDDD-16.03-DINKES-2025-

065
04.01.006

RPJPN 2025-

2045; RPJMN 

2025-2029; 

RPJMD 

KABUPATEN 

MUARA ENIM 

TAHUN 2025-

2074

IDDD-16.03-DINKES-

2025-065

Angka Kematian Bayi 

(AKB)/Infant Mortality 

Rate (IMR); 

Angka Kematian Bayi 

(AKB)/Infant Mortality 

Rate (IMR); 

Statistik Indikator 10410008 Dinas Kesehatan Terbuka

Angkatan Kematian Bayi (AKB) adalah banyaknya bayi 

yang meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun pada 

waktu tertentu per 1.000 kelahiran hidup pada periode 

waktu yang sama.  Nilai normatif AKB adalah sebagai 

berikut: • 70 sangat tinggi, • 40-70 tinggi, • 20-39 

sedang, • dan 

kematian 

per seribu 

kelahiran 

hidup

Wilayah 

Administrasi: 

Nasional, 

Regional/Pula

u, Provinsi; 

Klasifikasi 

Wilayah: 

Perdesaan, 

Perkotaan; 

Tahunan
RAD.04.0

1.05

Ms Keg/Ms 

Var/Ms 

Indikator

https://opendata.

muaraenimkab.go

.id/

https://satudata.m

uaraenimkab.go.i

d/

belum pengajuan

99
IDDD-16.03-BPS-2025-

066
05.02.001 SDGS

IDDD-16.03-BPS-

2025-066

Angka Kematian yang 

Disebabkan Konflik; 

Angka Kematian yang 

Disebabkan Konflik; 
Statistik Indikator 31010001

Badan Pusat 

Statistik
Terbuka

Konsep Dan Definisi:Kematian yang disebabkan konflik 

adalah kematian akibat konflik yang merujuk pada 

pendefinisian mengenai konflik di Undang-Undang No. 

7 Tahun 2012 mengenai Penanganan Konflik Sosial. 

Konflik merupakan perseteruan dan benturan fisik 

dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat 

atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan 

berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan 

dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas 

kematian 

perseratu

s ribu 

orang

Wilayah 

Administrasi: 

Nasional, 

Provinsi

Tahunan
RAD.03.0

6.09

Ms Keg/Ms 

Var/Ms 

Indikator

https://opendata.

muaraenimkab.go

.id/

https://satudata.m

uaraenimkab.go.i

d/

belum pengajuan

https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/


100
IDDD-16.03-BKKBN-2025-

067
03.07.003

RPJPN 2025-

2045; RPJMN 

2025-2029; 

RPJMD 

KABUPATEN 

MUARA ENIM 

TAHUN 2025-

2074

IDDD-16.03-BKKBN-

2025-067

Angka Prevalensi 

Kontraseptif Modern pada 

Kelompok Perempuan 

Usia Reproduksi; 

Angka Prevalensi 

Kontraseptif Modern 

pada Kelompok 

Perempuan Usia 

Reproduksi; 

Statistik Indikator 10410016

Badan 

Kependudukan 

dan Keluarga 

Berencana 

Nasional

Terbuka

Prevalensi kontrasepsi modern adalah persentase PUS 

yang sedang menggunakan metode kontrasepsi 

modern, dengan tujuan untuk menunda dan mengatur 

jarak kelahiran atau membatasi jumlah kelahiran, 

terhadap seluruh PUS. Pasangan Usia Subur (PUS) 

adalah pasangan suami istri yang terikat dalam 

perkawinan yang sah (secara hukum, agama atau adat) 

dimana istrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 

tahun. Metode kontrasepsi modern meliputi Metode 

persen

Wilayah 

Administrasi: 

Nasional, 

Provinsi, 

Kabupaten/Kot

a

Tahunan
RAD.04.0

1.06

Ms Keg/Ms 

Var/Ms 

Indikator

https://opendata.

muaraenimkab.go

.id/

https://satudata.m

uaraenimkab.go.i

d/

belum pengajuan

101
IDDD-16.03-

KESBANGPOL-2025-068
09.07.001

RPJPN 2025-

2045; RPJMN 

2025-2029; 

RPJMD 

KABUPATEN 

MUARA ENIM 

TAHUN 2025-

2075

IDDD-16.03-

KESBANGPOL-2025-

068

Indeks Demokrasi 

Indonesia (IDI); 

Indeks Demokrasi 

Indonesia (IDI); 
Statistik Indikator 11010012 Kesbangpol Terbuka

(Kementerian/Lembaga), dan; IDI tingkat nasional 

(merupakan agregasi dari nilai IDI provinsi dan pusat). ; 

IDI metode baru terdiri atas 3 aspek dan 22 indikator, 

yaitu:; Aspek Kebebasan (7 indikator);; Aspek 

Kesetaraan (7 indikator);; Aspek Kapasitas Lembaga 

Demokrasi (8 indikator).;  Indeks Demokrasi Indonesia 

(IDI) merupakan ukuran untuk mengukur kualitas 

demokrasi Indonesia setiap tahun. Ada 3 angka IDI, 

yaitu IDI tingkat nasional, IDI tingkat pusat, dan IDI 

nilai

Wilayah 

Administrasi: 

Nasional, 

Provinsi

Tahunan
RAD.09.0

7.11

Ms Keg/Ms 

Var/Ms 

Indikator

https://opendata.

muaraenimkab.go

.id/

https://satudata.m

uaraenimkab.go.i

d/

belum pengajuan

102
IDDD-16.03-DLH-2025-

069
07.05.010

RPJPN 2025-

2045; RPJMN 

2025-2029; 

RPJMD 

KABUPATEN 

MUARA ENIM 

TAHUN 2025-

2076

IDDD-16.03-DLH-2025-

069

Indeks Kualitas 

Lingkungan Hidup (IKLH); 

Indeks Kualitas 

Lingkungan Hidup 

(IKLH); 

Statistik Prioritas

Dinas 

Lingkungan 

Hidup

Terbuka

Nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup 

dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang 

merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air 

(IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas 

Tutupan Lahan (IKTL), Indeks Kualitas Ekosistem 

Gambut (IKEG), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL).

nilai 

indeks 

tanpa 

satuan

Wilayah 

Administrasi: 

Provinsi, 

Kabupaten/Kot

a, Ibu Kota 

Nusantara

Tahunan
RAD.07.0

5

Ms Keg/Ms 

Var/Ms 

Indikator

https://opendata.

muaraenimkab.go

.id/

https://satudata.m

uaraenimkab.go.i

d/

Selesai

https://drive.goo

gle.com/file/d/1tt

eB1k1EzUwT9w

OllIRxETs1Q8V

V55m4/view?usp

=drive_link

103
IDDD-16.03-DISKOMINFO-

2025-070
09.03.006

RPJPN 2025-

2045; RPJMN 

2025-2029; 

RPJMD 

KABUPATEN 

MUARA ENIM 

TAHUN 2025-

2077

IDDD-16.03-

DISKOMINFO-2025-

070

Indeks Literasi Digital; Indeks Literasi Digital; Statistik Prioritas

Dinas 

Komunikasi 

Informatika 

Statistik dan 

Persandian

Terbuka

Literasi digital adalah kemampuan seseorang untuk 

menggunakan teknologi informasi dan komunikasi 

(TIK) dengan efektif untuk mencari, menganalisis, 

mengevaluasi, dan menyebarkan informasi.

persen

Wilayah 

Administrasi: 

Nasional, 

Provinsi

Tahunan

Ms Keg/Ms 

Var/Ms 

Indikator

https://opendata.

muaraenimkab.go

.id/

https://satudata.m

uaraenimkab.go.i

d/

belum pengajuan

104
IDDD-16.03-DPMPTSP-

2025-071
09.06.006

RPJPN 2025-

2045; RPJMN 

2025-2029; 

RPJMD 

KABUPATEN 

MUARA ENIM 

TAHUN 2025-

2078

IDDD-16.03-

DPMPTSP-2025-071
Indeks Pelayanan Publik; 

Indeks Pelayanan 

Publik; 
Statistik Prioritas

Dinas 

Penanaman 

Modal Perizinan 

Terpadu

Terbuka

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang 

digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di 

lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah 

daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan 

Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek 

Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan 

Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek 

Inovasi. Hasil pengukuran yang diperoleh dari 

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan 

Nilai/Skor

Instansi 

Pemerintah: 

K/L, Provinsi, 

Kabupaten/Kot

a

Tahunan

Ms Keg/Ms 

Var/Ms 

Indikator

https://opendata.

muaraenimkab.go

.id/

https://satudata.m

uaraenimkab.go.i

d/

belum pengajuan

105
IDDD-16.03-DISKOMINFO-

2025-072
09.03.007

RPJPN 2025-

2045; RPJMN 

2025-2029; 

RPJMD 

KABUPATEN 

MUARA ENIM 

TAHUN 2025-

2079

IDDD-16.03-

DISKOMINFO-2025-

072

Indeks Pembangunan 

Statistik (IPS); 

Indeks Pembangunan 

Statistik (IPS); 
Statistik Prioritas

Dinas 

Komunikasi 

Informatika 

Statistik dan 

Persandian

Terbuka

Ukuran komposit yang menggambarkan tingkat 

kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di 

instansi pemerintah (Instansi Pusat dan Pemerintah 

Daerah).

Indeks

Instansi 

Pemerintah: 

Nasional, 

Instansi Pusat, 

Pemerintah 

Provinsi, 

Pemerintah 

Kabupaten/Kot

a

Tahunan

Ms Keg/Ms 

Var/Ms 

Indikator

https://opendata.

muaraenimkab.go

.id/

https://satudata.m

uaraenimkab.go.i

d/

belum pengajuan

106
IDDD-16.03-BKKBN-2025-

073
04.03.003

RPJPN 2025-

2045; RPJMN 

2025-2029; 

RPJMD 

KABUPATEN 

MUARA ENIM 

TAHUN 2025-

2080

IDDD-16.03-BKKBN-

2025-073

Indeks Pemenuhan Hak 

Anak (IPHA); 

Indeks Pemenuhan Hak 

Anak (IPHA); 
Statistik Indikator 33210003

Badan 

Kependudukan 

dan Keluarga 

Berencana 

Nasional

Terbuka

Angka yang menggambarkan pencapaian 

pembangunan pemenuhan hak anak atas hak sipil dan 

kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan 

alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, 

serta hak pendidikan dan pemanfaatan waktu luang.

Indeks

Wilayah 

Administrasi: 

Nasional, 

Provinsi, 

Kabupaten/Kot

a

Tahunan

Ms Keg/Ms 

Var/Ms 

Indikator

https://opendata.

muaraenimkab.go

.id/

https://satudata.m

uaraenimkab.go.i

d/

belum pengajuan

107
IDDD-16.03-DPPPA-2025-

074
04.03.004

RPJPN 2025-

2045; RPJMN 

2025-2029; 

RPJMD 

KABUPATEN 

MUARA ENIM 

TAHUN 2025-

2081

IDDD-16.03-DPPPA-

2025-074

Indeks Perlindungan Anak 

(IPA);

Indeks Perlindungan 

Anak (IPA);
Statistik Indikator 33210004

Dinas 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan 

Anak

Terbuka

Indeks Perlindungan Anak (IPA) adalah indeks 

komposit yang mengukur capaian pemenuhan hak dan 

perlindungan anak yang disusun sesuai dengan klaster 

dalam Konvensi Hak Anak.;Indeks Perlindungan 

Khusus Anak (IPKA) adalah indeks komposit yang 

mengukur capaian perlindungan khusus anak sesuai 

dengan klaster dalam Konvensi Hak Anak.

Indeks

Wilayah 

Administrasi: 

Nasional, 

Provinsi, 

Kabupaten/Kot

a

Tahunan

Ms Keg/Ms 

Var/Ms 

Indikator

https://opendata.

muaraenimkab.go

.id/

https://satudata.m

uaraenimkab.go.i

d/

belum pengajuan

108
IDDD-16.03-DISKOMINFO-

2025-075
09.03.011

RPJPN 2025-

2045; RPJMN 

2025-2029; 

RPJMD 

KABUPATEN 

MUARA ENIM 

TAHUN 2025-

2082

IDDD-16.03-

DISKOMINFO-2025-

075

Indeks Satu Data 

Indonesia; 

Indeks Satu Data 

Indonesia; 
Statistik Prioritas

Dinas 

Komunikasi 

Informatika 

Statistik dan 

Persandian

Terbuka

Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data 

Indonesia (SDI) dilaksanakan untuk menilai 

ketercapaian dan memetakan capaian 

penyelenggaraan SDI di tingkat Pusat dan Daerah. 

Hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan SDI 

akan dijadikan sebagai acuan dalam melakukan 

pendampingan kepada Penyelenggara SDI tingkat 

Pusat dan Daerah, serta menjadi dasar dalam 

penentuan pemberian insentif dan disinsentif. Evaluasi 

Indeks

Instansi 

Pemerintah: 

K/L, Provinsi, 

Kabupaten/Kot

a

Tahunan

Ms Keg/Ms 

Var/Ms 

Indikator

https://opendata.

muaraenimkab.go

.id/

https://satudata.m

uaraenimkab.go.i

d/

belum pengajuan

https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/


109
IDDD-16.03-DISKOMINFO-

2025-076
09.06.010

RPJPN 2025-

2045; RPJMN 

2025-2029; 

RPJMD 

KABUPATEN 

MUARA ENIM 

TAHUN 2025-

2083

IDDD-16.03-

DISKOMINFO-2025-

076

Indeks Sistem 

Pemerintahan Berbasis 

Elektronik (SPBE); 

Indeks Sistem 

Pemerintahan Berbasis 

Elektronik (SPBE); 

Statistik Prioritas

Dinas 

Komunikasi 

Informatika 

Statistik dan 

Persandian

Terbuka

SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan 

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi 

untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, 

Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, 

perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain 

yang memanfaatkan layanan SPBE. Nilai indeks SPBE 

merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat 

kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan.

Indeks

Instansi 

Pemerintah: 

K/L, Provinsi, 

Kabupaten/Kot

a

Tahunan

Ms Keg/Ms 

Var/Ms 

Indikator

https://opendata.

muaraenimkab.go

.id/

https://satudata.m

uaraenimkab.go.i

d/

belum pengajuan

110
IDDD-16.03-DISKOMINFO-

2025-077
09.03.013

RPJPN 2025-

2045; RPJMN 

2025-2029; 

RPJMD 

KABUPATEN 

MUARA ENIM 

TAHUN 2025-

2084

IDDD-16.03-

DISKOMINFO-2025-

077

Jangkauan jaringan fiber 

optik per kecamatan; 

Jangkauan jaringan 

fiber optik per 

kecamatan; 

Statistik Prioritas

Dinas 

Komunikasi 

Informatika 

Statistik dan 

Persandian

Terbuka

Rasio persentase antara jumlah desa/kelurahan yang 

telah terjangkau Optical Distribution Point (ODP) 

dibandingkan dengan total jumlah kecamatan

persen

Wilayah 

Administrasi 

Kecamatan, 

Kabupaten/Kot

a Provinsi

Tahunan

Ms Keg/Ms 

Var/Ms 

Indikator

https://opendata.

muaraenimkab.go

.id/

https://satudata.m

uaraenimkab.go.i

d/

belum pengajuan

111
IDDD-16.03-DISKOMINFO-

2025-078
09.03.016 SDGS

IDDD-16.03-

DISKOMINFO-2025-

078

Jumlah Badan Publik yang 

berkualifikasi Informatif; 

Jumlah Badan Publik 

yang berkualifikasi 

Informatif; 

Statistik Prioritas 25010016

Dinas 

Komunikasi 

Informatika 

Statistik dan 

Persandian

Terbuka

Konsep dan Definisi:Badan publik adalah lembaga 

eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang 

fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan 

penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh 

dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara dan/ atau Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah 

sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

badan 

publik

Wilayah 

Administrasi: 

Nasional, 

Provinsi, 

Kabupaten/Kot

a

Tahunan

Ms Keg/Ms 

Var/Ms 

Indikator

https://opendata.

muaraenimkab.go

.id/

https://satudata.m

uaraenimkab.go.i

d/

belum pengajuan

112
IDDD-16.03-BPBD-2025-

079
03.07.0009 SDGS

IDDD-16.03-BPBD-

2025-079
Jumlah Korban Bencana; 

Jumlah Korban 

Bencana; 
Statistik Variabel

Badan 

Penanggulangan 

Bencana Daerah

Terbuka
Jumlah individu yang hilang dan tidak ditemukan 

setelah terjadi bencana.​
Orang

Wilayah 

Administrasi: 

Nasional, 

Provinsi, 

Kabupaten/Kot

a; Jenis 

Bencana

Tahunan

Ms Keg/Ms 

Var/Ms 

Indikator

https://opendata.

muaraenimkab.go

.id/

https://satudata.m

uaraenimkab.go.i

d/

belum pengajuan

113
IDDD-16.03-HUKUM-2025-

080
05.03.002 SDGS

IDDD-16.03-HUKUM-

2025-080

Jumlah penanganan 

pengaduan pelanggaran 

Hak Asasi Manusia 

(HAM); 

Jumlah penanganan 

pengaduan pelanggaran 

Hak Asasi Manusia 

(HAM); 

Statistik Variabel 10810029
Bagian Hukum 

setda
Terbuka

undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau 

dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian 

hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme 

hukum yang berlaku.Pengaduan hanya akan 

mendapatkan pelayanan apabila disertai dengan 

identitas pengadu yang benar dan keterangan atau 

bukti awal yang jelas tentang materi yang diadukan. 

Dalam hal pengaduan dilakukan oleh pihak lain, maka 

pengaduan harus disertai dengan persetujuan dari 

dokumen/

keluhan

Wilayah 

Administrasi: 

Nasional, 

Provinsi, 

Kabupaten/Kot

a; Cara 

Penyampaian 

Berkas; 

Klasifikasi/Te

Tahunan

Ms Keg/Ms 

Var/Ms 

Indikator

https://opendata.

muaraenimkab.go

.id/

https://satudata.m

uaraenimkab.go.i

d/

belum pengajuan

114
IDDD-16.03-bappeda-2025-

081
10.03.0016

RPJPN 2025-

2045; RPJMN 

2025-2029; 

RPJMD 

KABUPATEN 

MUARA ENIM 

TAHUN 2025-

2084

IDDD-16.03-bappeda-

2025-081

Persentase Simpul 

Jaringan Informasi 

Geospasial dengan 

Kinerja Unggul; 

Persentase Simpul 

Jaringan Informasi 

Geospasial dengan 

Kinerja Unggul; 

Statistik Variabel Bappeda Terbuka

Jumlah Simpul Jaringan IG yang memenuhi kriteria 

kinerja unggul berdasarkan domain yang dinilai yang 

meliputi kebijakan, kelembagaan, teknologi, standar 

dan SDM IG

unit 

(jumlah 

simpul)

Nasional Tahunan

Ms Keg/Ms 

Var/Ms 

Indikator

https://opendata.

muaraenimkab.go

.id/

https://satudata.m

uaraenimkab.go.i

d/

belum pengajuan

115
IDDD-16.03-DLH-2025-

082
07.05.0046

RPJPN 2025-

2045; RPJMN 

2025-2029; 

RPJMD 

KABUPATEN 

MUARA ENIM 

TAHUN 2025-

2085

IDDD-16.03-DLH-2025-

082

Indeks Kinerja 

Pengelolaan Sampah 

(IKPS); 

Indeks Kinerja 

Pengelolaan Sampah 

(IKPS); 

Statistik Variabel

Dinas 

Lingkungan 

Hidup

Terbuka

Ketersediaan dan kompetensi tenaga kerja yang 

terlibat dalam pengelolaan sampah, termasuk pelatihan 

dan sertifikasi petugas

jumlah 

personel 

dan 

tingkat 

kompeten

si atau 

sertifikasi

Wilayah 

Administrasi 

Nasional

Tahunan

Ms Keg/Ms 

Var/Ms 

Indikator

https://opendata.

muaraenimkab.go

.id/

https://satudata.m

uaraenimkab.go.i

d/

belum pengajuan

116
IDDD-16.03-Dinkes-2025-

083
04.01.0130

RPJPN 2025-

2045; RPJMN 

2025-2029; 

RPJMD 

KABUPATEN 

MUARA ENIM 

TAHUN 2025-

2086

IDDD-16.03-Dinkes-

2025-083

Prevalensi Tengkes/ 

Stunting pada Balita; 

Prevalensi Tengkes/ 

Stunting pada Balita; 
Statistik Variabel Dinas Kesehatan Terbuka

Total keseluruhan anak berusia di bawah lima tahun 

yang diukur tinggi badannya dalam survei atau sensus
Orang

Provinsi, 

Kabupaten/Kot

a

Tahunan

Ms Keg/Ms 

Var/Ms 

Indikator

https://opendata.

muaraenimkab.go

.id/

https://satudata.m

uaraenimkab.go.i

d/

belum pengajuan

117
IDDD-16.03-Bappeda-

WTP-2025-084
09.02.0005 SDGS

IDDD-16.03-Bappeda-

WTP-2025-084

Persentase Instansi 

Pemerintah yang 

Mendapat Opini Wajar 

Tanpa Pengecualian 

(WTP); 

Persentase Instansi 

Pemerintah yang 

Mendapat Opini Wajar 

Tanpa Pengecualian 

(WTP); 

Statistik Variabel Bappeda Terbuka

Jumlah instansi pemerintah yang mendapat opini 

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah jumlah 

kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah yang 

memperoleh opini audit WTP dari Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK), yang menunjukkan bahwa laporan 

keuangan mereka telah disajikan secara wajar tanpa 

adanya pengecualian.

Unit

Pemerintah 

Pusat, 

Pemerintah 

Daerah dan 

Badan Lainnya

Tahunan

Ms Keg/Ms 

Var/Ms 

Indikator

https://opendata.

muaraenimkab.go

.id/

https://satudata.m

uaraenimkab.go.i

d/

belum pengajuan

https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/
https://opendata.muaraenimkab.go.id/


118
IDDD-16.03-DKP-

PANGAN-2025-085
02.03.0008

Renstra 

Bapanas 2025-

2029; 

IDDD-16.03-DKP-

PANGAN-2025-085

Indeks Keamanan Pangan 

Segar; 

Indeks Keamanan 

Pangan Segar; 
Statistik Variabel

Dinas Ketahanan 

Pangan
Terbuka

Banyaknya produk Pangan Segar Asal Tumbuhan 

Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD) yang telah 

mendapatkan nomor izin edar PSAT-PD dari Otoritas 

Kompeten Keamanan Pangan (OKKP) Provinsi.

Sertifikat

Provinsi, 

Kabupaten/Kot

a

Tahunan

Ms Keg/Ms 

Var/Ms 

Indikator

https://opendata.

muaraenimkab.go

.id/

https://satudata.m

uaraenimkab.go.i

d/

belum pengajuan

119
IDDD-16.03-BPS-PDRB-

2025-007
06.03.0014

RPJPN 2025-

2045; RPJMN 

2025-2029; 

RPJMD 

KABUPATEN 

MUARA ENIM 

TAHUN 2025-

2034

IDDD-16.03-BPS-

PDRB-2025-007-01
PDRB Perkapita PDRB Perkapita Statistik Indikator 32010046

Badan Pusat 

Statistik
Terbuka

perbandingan antara PDRB atas dasar harga berlaku 

dengan PDRB atas dasar harga konstan
Juta

jenis lapangan 

usaha

wilayah

Tahunan
RAD.10.0

4

Ms Keg/Ms 

Var/Ms 

Indikator

https://opendata.

muaraenimkab.go

.id/

https://satudata.m

uaraenimkab.go.i

d/

belum pengajuan

120
IDDD-16.03-BPS-GINI-

2025-008
04.02.065

RPJPN 2025-

2045; RPJMN 

2025-2029; 

RPJMD 

KABUPATEN 

MUARA ENIM 

TAHUN 2025-

2035

IDDD-16.03-BPS-GINI-

2025-008-01
Indeks Gini Indeks Gini Statistik Indikator 33110012

Badan Pusat 

Statistik
Terbuka

 indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan 

pendapatan yang dapat dibelanjakan (atau pengeluaran 

konsumsi) penduduk secara menyeluruh

Indeks

wilayah

klasifikasi 

wilayah

Tahunan
RAD.10.0

4

Ms Keg/Ms 

Var/Ms 

Indikator

https://opendata.

muaraenimkab.go

.id/

https://satudata.m

uaraenimkab.go.i

d/

belum pengajuan

121

IDDD-16.03-

DISNAKERTRANS-TPT-

2025-009

06.02.061

RPJPN 2025-

2045; RPJMN 

2025-2029; 

RPJMD 

KABUPATEN 

MUARA ENIM 

TAHUN 2025-

2036

IDDD-16.03-PUPR-

TPT-2025-009-01

Tingkat Pengangguran 

Terbuka

Tingkat Pengangguran 

Terbuka
Statistik Indikator 10210083

Dinas 

Ketenagakerjaan 

dan Transmigrasi

Terbuka
bagian dari penduduk dalam angkatan kerja yang tidak 

terserap ke pasar kerja
persen

jenis kelamin

umur/usia

status 

disabilitas

wilayah

tingkat 

pendidikan

klasifikasi 

wilayah

Tahunan
RAD.06.0

2.02

Ms Keg/Ms 

Var/Ms 

Indikator

https://opendata.

muaraenimkab.go

.id/

https://satudata.m

uaraenimkab.go.i

d/

belum pengajuan

122

IDDD-16.03-

DISNAKERTRANS-

SANITASI-2025-010

04.01.049

RPJPN 2025-

2045; RPJMN 

2025-2029; 

RPJMD 

KABUPATEN 

MUARA ENIM 

TAHUN 2025-

2037

IDDD-16.03-

DISNAKERTRANS-

SANITASI-2025-010-

02

Rumah Tangga dengan 

Akses Sanitasi Layak

Rumah Tangga dengan 

Akses Sanitasi Layak
Statistik Indikator 10710032

Dinas Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan Ruang

Terbuka

bagian dari populasi rumah tangga yang bisa 

mendapatkan fasilitas sanitasi dasar yang layak (yang 

tidak digunakan bersama dengan rumah tangga lain)

persen

jenis kelamin

wilayah

klasifikasi 

wilayah

Tahunan
RAD.03.0

1.01

Ms Keg/Ms 

Var/Ms 

Indikator

https://opendata.

muaraenimkab.go

.id/

https://satudata.m

uaraenimkab.go.i

d/

belum pengajuan

123
IDDD-16.03-BPS-

INFLANSI-2025-011
02.02.0003

RPJPN 2025-

2045; RPJMN 

2025-2029; 

RPJMD 

KABUPATEN 

MUARA ENIM 

TAHUN 2025-

2038

IDDD-16.03-BPS-

INFLASI-2025-011-01
Tingkat Inflasi; Tingkat Inflasi; Statistik Indikator 27010028

Badan Pusat 

Statistik
Terbuka

Indeks Harga Konsumen adalah indeks yang 

menghitung rata-rata perubahan harga dalam suatu 

periode, dari suatu kumpulan harga barang dan jasa 

yang dikonsumsi oleh penduduk/rumah tangga dalam 

kurun waktu tertentu. Inflasi atau laju inflasi adalah 

persentase perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK). 

Inflasi Bulan ke Bulan (month to month) adalah 

persentase perubahan IHK bulan berjalan dibandingkan 

dengan bulan sebelumnya. Inflasi Tahun Kalender 

Indeks

Wilayah 

Administrasi: 

Nasional, 

Provinsi, 

Kabupaten/Kot

a

Tahunan
RAD.10.0

4

Ms Keg/Ms 

Var/Ms 

Indikator

https://opendata.

muaraenimkab.go

.id/

https://satudata.m

uaraenimkab.go.i

d/

belum pengajuan

124
IDDD-16.03-BNN-P4GN-

2025-012
04.01.0005

RPJPN 2025-

2045; RPJMN 

2025-2029; 

RPJMD 

KABUPATEN 

MUARA ENIM 

TAHUN 2025-

2039

IDDD-16.03-BNN-

P4GN-2025-012-01

Indeks Pencegahan, 

Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan 

Peredaran Gelap Narkoba 

(P4GN); 

Indeks Pencegahan, 

Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan 

Peredaran Gelap 

Narkoba (P4GN); 

Statistik Indikator 0
Badan Pusat 

Statistik
Terbuka

Mengukur ketersediaan sumber daya yang mendukung 

program P4GN, seperti anggaran, personel, dan 

infrastruktur

Indeks

Wilayah 

Administrasi: 

Nasional, 

Provinsi, 

Kabupaten/Kot

a

Tahunan
RAD.04.0

1.07

Ms Keg/Ms 

Var/Ms 

Indikator

https://opendata.

muaraenimkab.go

.id/

https://satudata.m

uaraenimkab.go.i

d/

belum pengajuan

125
IDDD-16.03-BPS-2025-

023
07.02.025 SDGS

IDDD-16.03-BPS-

SDGS-2025-023-01

Persentase Rumah 

Tangga yang 

Menggunakan Gas; 

Persentase Rumah 

Tangga yang 

Menggunakan Gas; 

Statistik Indikator 10710030
Badan Pusat 

Statistik
Terbuka

Rumah tangga yang menggunakan gas/LPG sebagai 

bahan bakar utama untuk memasak adalah jumlah 

rumah tangga di Indonesia yang menggunakan bahan 

bakar gas alam/biogas/ LPG untuk keperluan memasak 

pada tahun tertentu.Total rumah tangga adalah jumlah 

total rumah tangga di Indonesia pada tahun tertentu.

persen

Wilayah 

Administrasi: 

Nasional, 

Provinsi

Tahunan
RAD.02.1

0.02

Ms Keg/Ms 

Var/Ms 

Indikator

https://opendata.

muaraenimkab.go

.id/

https://satudata.m

uaraenimkab.go.i

d/

belum pengajuan
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